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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ?. .Dengan ?. .

Demokr at ?. .

P  U  T  U  S  A  N

NOMOR :  05/G.TUN/2011/PTUN.JPR

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

”

Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  yang  
memer iksa ,  memutus  dan menyelesa i kan  sengketa  Tata  
Usaha Negara  pada t i ngka t  per tama yang  d i l angsungkan  
d i  Gedung Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura ,  
Ja lan  Raya Sentan i  – Waena dengan acara  biasa ,  te lah  
menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  dalam perka ra  
anta ra  : - - - - -

1.  Drs.  XAVERIUS T.  SONGMEN ,  MM.,  Kewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker jaan  Pegawai  Neger i  

Sip i l ,  Tempat  Tingga l  Ja lan  Van  Khan 

Kel .  Sokanggo  Dis t r i k  Madombo Kabupaten  

Boven Digoe l  Prov ins i .  Papua; - - - -

2.  EKSAN HEREMBA ,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  
Peker jaan  Pens iunan  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  Tempat  
Tingga l  Ja lan  Gang  Laren ta  Bambu Pemal i ,  
Kabupaten  Merauke,  Prov ins i  
Papua; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

Dalam perka ra  in i  member ikan  Kuasa  
kepada  : - - - - - - - - - -

1. Dwi  Ind ro t i t o  Cahyono,  

SH. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Rudol f  Panahatan  Si ra i t ,  

SH, ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Andi  Khai ru l  Anwar ,  

SH. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  adalah  kewarganegaraan  

1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ?. .Dengan ?. .Dengan ?. .

Indones ia ,  peker j aan  Konsu l t an  Hukum dan 

Pengacara  Prak tek  pada  Kanto r  Lembaga 

Bantuan  Hukum  Angkatan  Muda  Demokra t  

Indones ia  yang  bera lamat  di  Gedung 

Dewan  Pers  lan ta i  3  ja l an  Kebon  Jeruk  

Si r i h  No.  32- 34  Jakar ta  Pusat ,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

te r t angga l  18  Februar i  2011  dan  tangga l  

01 Mei  2011; -

Selan ju t nya  d isebu t  sebaga i  :  PARA 

PENGGUGAT; - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M e l  a w a 

n- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Ketua Komisi  Pemil ihan  Umum Daerah Kabupaten  
Boven Digoel ,  Berkedudukan  di  Ja lan  Ampera  I  Tanah  
Merah  Dis t r i k  
Mandoba ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  :  TERGUGAT 

I ; - - - - - - - - - - -

2.  Ketua  DPRD Kabupaten  Boven Digoel ,  Berkedudukan  

d i  Ja lan  Kapten  Piere  Tendean,  Tanah  

Merah  Kabupaten  Boven 

Digoe l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju t nya  disebu t  sebaga i :  TERGUGAT 

I I ; - - - - - - - - -

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.  J uadi ?. .

3.  Gubernur  Provins i  Papua,  Berkedudukan   di  Ja lan  

Soa  Siu  Dok  I I  Kota  

Jayapura ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  in i  member ikan  kuasa  

kepada  : - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Korne les  Sraun,  

S.Sos . ,M .S i .  ; - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

2. Marthen  M.  Fata ry ,  SH,  

M.Hum.; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Rosina  Upessy ,  

SH. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

4. Magdalena  Maturbongs ,  

SH. ,M.Hum. ; - - - - - - - - - - - - - - -

5. Y.  Derek  Hegemur ,  SH.,  

MH.; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Juad i  AR,  SH. ,  

M.Hum.; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

7. Herman  ICK,  

SH. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Kesemuanya  adalah  kewarganegaraan  

3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idIndones ia ,  peker j aan  pegawai  pada  Sekda  

Prov ins i  Papua,  bera lamat  ja l an  Soa Siu  

Dok.2  Kota  Jayapura ,  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus  Nomor:  180/668 /SET  

te r t angga l  14  Februar i  

2011 ; - - - - - - - - - - - -

Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  : TERGUGAT 

I I I ; - - - - - - -

4.  Menter i  Dalam Neger i  RI ,  Berkedudukan   d i  Ja lan  

Medan  Merdeka  Utara  No.  7  Jakar ta  

Pusat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  in i  member i  kuasa  

kepada  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Prof .  DR.  Zudan  Ar i f  Fakru l l oh ,  

SH. ,MH. ; - - - - - - - - - - - -

2. Erma  Wahyuni ,  

SH. ,M.S i . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

3. Sukaca,  SH. ,  

M.Si . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

4. S.  Adi t ya ,  

SH. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.  YESAYA ?. .

5. R.  Permel i a  Fabyanne,  SH.,  

MH.; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Moh.  Yadi  Jayad i ,  

SH. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

7. Kusuma  Dwi  Hastan t i ,  

SH. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  adalah  pegawai  pada  

Depar temen  Dalam  Neger i  Republ i k  

Indones ia ,  bera lamat  ja l an  Medan Merdeka  

uta ra  No.  7  Jakar ta  Pusat ,  berdasarkan  

Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  183/531 /SJ  

te r t angga l  23  Februar i  

2011; - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  :  TERGUGAT 

IV ; - - - - - - -

5.  YESAYA  MERASI,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker jaan  Waki l  Bupat i  Terp i l i h  

Kabupaten  Boven  Digoe l ,  bera lamat  ja l an  

D’ugo  Tanah  Merah  Kabupaten  Boven  

Digoe l ; - - -

Dalam perka ra  in i  member i  kuasa  secara  

l i san  kepada  Kuasa  Hukum Tergugat  IV  

dalam  pers idangan  te r t angga l  28  Maret  

2011  (v ide  Ber i t a  Acara  Pers idangan  
5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idtangga l  28  Maret  

2011) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju t nya  disebu t  sebaga i  :  TERGUGAT 

I I  

In tervensi ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Telah   membaca   Sura t   Penetapan   Ketua  

Pengadi l an    Tata  Usaha Negara  Jayapura ,  Nomor :  

05/PEN- MH/2011/PTUN.JPR tangga l  14  Januar i  2011  

dan  10  Mei  2011,  Tentang  Penunjukan  Maje l i s  

Hakim; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Telah  membaca  Sura t  Penetapan  Ketua  Maje l i s  

Hakim,  Nomor   :  05/PEN- PP/2011/PTUN.JPR tangga l  

17  Januar i  2011  Tentang  Pemer iksaan  

Pers iapan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Telah  membaca  Sura t  Penetapan  Ketua  Maje l i s  

Hakim,  Nomor   :  05/PEN- HS/2011/PTUN.JPR tangga l  

28  Februar i  2011  Tentang  Har i  

Sidang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.  Tel ah ?. .

4. Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor  :  

05/G.TUN/2011/PTUN.JPR,  tangga l  28  Maret  2011,  

ten tang  masuknya  pihak  ket i ga  sebaga i  p ihak  

Tergugat  I I  

In te r vens i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

5. Telah  membaca  berkas  perka ra  dan  memer iksa  

sura t - sura t  bukt i  dan  kete rangan- kete rangan  

saks i  yang  d ia jukan  ser ta  mendengar  kete rangan  

kedua  belah  pihak  dalam pers idangan ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG DUDUK 

PERKARA-- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Penggugat  te l ah  mengajukan  

Sura t  Gugatannya  tangga l  06  Januar i  2011,  yang  

d i t e r ima  dan  dida f t a r kan  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  Jayapura  pada  tangga l   07 Januar i  

2011,  dengan  reg i s t e r  perkara  Nomor  :  

05/G.TUN/2011/PTUN.JPR,  yang  mana  te lah  dipe rba i k i  

dalam  Pemer iksaan  Pers iapan  tangga l  28  Februar i  

2011,  mengemukakan  alasan- alasan  da lam gugatan  yang  

untuk  se lengkapnya  sebaga i  ber i ku t ;

Adapun  yang  menjad i  a lasan- alasan  gugatan  para  

Penggugat  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

7

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ment er i  ?. .

kepent i ngannya ?. .

1. Bahwa Para  Penggugat  kepent i ngannya  secara  nyata  

te lah  d i  rug i kan  se jak  d i  ke lua rkannya  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  No.  131.91- 792  

Tahun 2010 Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  

Boven  Digoe l  Povins i  Papua  atas  nama Sdr .  Yusak  

Yaluwo,  SH. ,MSi .  tangga l  08  Oktober  2010  dan  

Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  No.  132.91-

793  tahun  2010  Tentang  Pengesahan  Pemberhent i an  

Dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Boven  

Digoe l  Sdr .  Yesaya  Meras i  tangga l  08 Oktober  2010  

atau  d i  ketahu inya  Sura t  Keputusan  Menter i  

te rsebu t  sek i t a r  akh i r  bulan  Oktober  2010  saat  

beberapa  ka l i  akan  percobaaan  di  lan t i k nya  Yusak  

Yaluwo,  SH. ,MSi .  Menjad i  Bupat i  Boven  Digoe l  dan  

Yesaya  Meras i  menjad i  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  

namun  gaga l  te rus  karena  Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi .  

te r j e r a t  masalah  t i ndak  p idana  korups i  yang  te l ah  

d ipu tus  Maje l i s  Pengadi l an  Tip i ko r  d i  Jakar ta  

hukuman 4 tahun  6 bulan  sekarang  perkaranya  lag i  

proses  kasas i  d i  Mahkamah Agung RI  (ha l  te rsebu t  

d i  dukung  oleh  kesaks ian  dar i  p ihak  Para  

Pengugat )  berdasarkan  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  

No.  2 Tahun  1991  pada  angka  V.3  merumuskan  bahwa 

bagi  mereka  yang  t i dak  d i t u j u  o leh  suatu  
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sedang?. .

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te tap i  yang  merasa  

kepent i ngannya  d i  rug i kan  maka  tenggang  waktu  

sebaga imana  yang  dimaksud  dalam pasa l  55 dih i t ung  

secara  kasu is t i s  se jak  ia  merasa  kepent i ngannya  

d i  rug i kan  o leh  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dan  

mengetahu i  adanya  Keputusan  te rsebu t ;

2. Bahwa  di  awal i  adanya  kecurangan  Tergugat  I ,  

Tergugat  I  te lah  melakukan  pen ja r i ngan  para  

pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  

Digoe l - Prov ins i  Papua,  para  pasangan  Calon  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  menyerahkan  

persya ra tan - persyara tannya ,  namun khusus  pasangan  

ca lon  Yusak  Yaluwo,SH. ,MSi .  dan  Yesaya  Meras i  

mendapatkan  per l akuan  is t imewa  dar i  Tergugat  I  

karena  pada  saat  dalam proses  sebe lum penca lonan  

dan  pada  saat  penca lonan  sampai  dengan  

pelaksanaan  Pemi lukada  Boven Digoe l  Yusak  Yaluwo,  

SH. ,MSi  sedang  menja lan i  proses  peny id i kan  oleh  

Komis i  Pemberan tasan  Korups i  te rka i t  dugaan  

t i ndak  pidana  Korups i  pada  masa  jaba tan  Bupat i  

Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi .  Pada  saat  penca lonan  awal  

Yusak  Yaluwo  SH. ,MSI  sudah  bermasa lah  ser i us  

t i ndak  p idana  korups i  namun KPUD Boven Digoe l  dan  

Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  te tap  berambis ius  dan  

memaksakan  kehendak  untuk  penca lonan  Bupat i  Boven  

9
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4.  Bahwa?. .

Digoe l  kembal i  berpasangan  dengan  Yesaya  Meras i  

sebaga i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  

Digoe l ,  hal  te rsebu t  ber ten tangan  dengan  pasa l  

58  UU RI  No.  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  

Kedua  atas  UU  No.32  Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah ;

3. Bahwa  pada  saat  Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  menjabat  

Bupat i  Boven  Digoe l  d i  duga  sara t  dengan  prak tek  

korups i  (memperkaya  d i r i  send i r i )  ha l  te rsebu t  

ber ten tangan  dengan  pasa l  2 ayat  (1 )  dan  (2 )  TAP 

MPR RI  Tentang  Penye lenggaran  Negara  Yang Bers ih  

Dan  Bebas  Korups i ,  Kolus i ,  dan  Nepot i sme  Jo.  

Ins t r uks i  Pres iden   RI  No.  30 Tahun  1998  Tentang  

Pemberan tasan  Korups i ,  Kolus i ,  Dan Nepot i sme  Jo.  

Pasa l  3,  pasa l  5 but i r  4,  pasa l  20 ayat  (2 )  UU RI  

N0.  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  

Yang  Bers ih  Dan Bebas  dar i  Korups i ,  Kolus i ,  dan  

Nepot i sme  Jo.  UU No.  31  Tahun  1999  Tentang  

Pemberan tasan  Tindak  Pidana  Korups i  Jo.  UU RI  No.  

21 Tahun  2001  Tentang  Perubahan  atas  UU RI  No 31  

Tahun  1999  Tentang  Pemberan tasan  Tindak  Pidana  

Korups i  Jo.  Pasa l  20  ayat  (1 )  UU RI  No.  32 

Tentang  Pemer in tahan  Daerah ;

4. Bahwa Tergugat  I  dengan te tap  memaksakan  kehendak  

untuk  mengesahkan  pasangan  Yusak  Yaluwo  dan  

10
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idYesaya  Meras i  untuk  mengiku t i  Pemi lukada  Boven  

Digoe l ,  berdasarkan  has i l  r i nc i an  Rekapi t u l a s i  

pero lehan  suara  pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i ,  Drs .  Xaver i us  T,  Songmen  dan  Eksan  

Heremba  yang  didukung  oleh  Koal i s i  Gabungan  

Par ta i  Nusanta ra  ber jumlah  9.282  dar i  to ta l  

29.068  suara  ada lah  pemenang  Ke- 2  sedangkan  

pemenang  ke- 1  Yusak  Yaluwo  SH.,MSi  dan  Yesaya  

Meras i  d idukung  o leh  Koal i s i  Demokra t  mempero leh  

12.709  suara ;

5. Bahwa  sete lah  kemenangan  Pemi lukada  te rsebu t  

d ia tas  oleh  pasangan  Yusak  Yaluwo,  SH. ,MSi  dan  

Yesaya  Meras i ,  Yusak  Yaluwo,  SH. ,M.S i . ,  d i tangkap  

dan  di tahan  o leh  Komis i  Pemberan tasan  Korups i  d i  

Jakar ta  te rka i t  dengan  dugaan  Tindak  Pidana  

Korups i  pada  saat  masa jaba tannya  menjad i  Bupat i  

Boven 

Digoe l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa dengan mengabaikan  proses  hukum ser i us  yang  

sedang  dia lami  o leh  Yusak  Yaluwo SH. ,MSi  te rsebu t  

d ia tas  Tergugat  I  te tap  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan  Tergugat  I  No.  03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  

tangga l  09 September  2010 Tentang  Penetapan  Hasi l  

dan  Calon  Terp i l i h  Pemi lukada  dan  Waki l  Kepala  

11
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Sept ember ?. .
Daerah  Tahun  2010  ,  te lah  menetapkan  Sdr .  Yusak  

Yaluwo  SH. ,  MSi  sebaga i  Bupat i  Boven  Digoe l  

Terp i l i h ;

7. Bahwa  berdasarkan  sura t  Tergugat  I ,  Tergugat  

I I /Ke tua  DPRD  Kabupaten  Boven  Digoe l  No.  

01/DPRDBD/IX /2010  tangga l  14  September  2010  

Per iha l  Permohonan  SK Pengesahan  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Boven  Digoe l  

has i l  Pemi lukada  2010;  

8. Bahwa  berdasarkan  sura t  dar i  Tergugat  I I ,  

Tergugat  I I I /Gubernu r  Papua  mengeluarkan  Sura t  

Noomor  :  130/3190/SET  tangga l       24  September  

2010  Per iha l  Usul  Penetapan  Pengangkatan  Calon  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Boven Digoe l  masa Jabatan  

2010- 2015) ; - -

9. Bahwa atas  sura t  keputusan  dan  sura t  permohonan  

SK  Pengesahan  dan  Sura t  Usul  Penetapan  Dan 

Pengangkatan  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Boven Digoe l  

masa  jaba tan  2010- 2015  yang  d i l akukan  o leh  

Tegugat  I ,  I I ,  dan  I I I  d ia tas  yang  sara t  dengan  

peny impangan,  maka Tergugat  IV  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  RI  No.  131.91- 792 

atas  nama :  Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  dan  No.  132.91 -

793  atas  nama :  Yesaya  Meras i  tangga l  08 Oktober  

12
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id di l aksanakan?. .

Tahun 2010 Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  Prov ins i  

Papua; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  Berdasarkan  Sura t  Tergugat  I I I /Gubernu r  

Papua No.  T/131 /3867 /SET tangga l  15 November  2010  

mengenai  sura t  Menter i  Dalam  Neger i  Noomor  :  

131.91 /3176  OTDA tangga l  04 November  2010 Per iha l  

Pelan t i k an  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  

maka  di  

sampaikan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

a. Berdasarkan  pasa l  102  PP No.  6  Tahun  2005  

anta ra  la i n  di  tegaskan  bahwa  pelan t i k an  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  d i l aksanakan  di  

Gedung  DPRD dengan  Rapat  Par ipu rna  DPRD yang  

bers i f a t  Is t imewa  atau  di tempat  la i n  yang  

d ipandang  layak ;

b. Pelan t i k an  Bupat i  dan  waki l  Bupat i  te l ah  di  

sahkan  pengangkatan  masing- masing  dengan  

keputusan  Menter i  Dalam Neger i  No.  131.91- 792  

Tahun  2010  dan  No.  132.91- 793  Tahun  2010  

tangga l  08  Oktober  2010,  namun  hingga  saat  

in i  yang  bersangku tan  belum  dapat  d i l an t i k  

o leh  Gubernur  Prov ins i  Papua  karena  Sdr .  
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yang?. .

Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  sebaga i  Bupat i  te rp i l i h  

berada  berha langan  te tap  karena  sekarang  

berada  dalam  tahanan  Maje l i s  HakimTip i ko r  

Jakar ta  (d ipu tus  pada  tangga l  02  November  

2010  dengan  No  Putusan  Perkara  

15Jp id .B /PTK/2010 /PN.JKT  PST atas  nama Yusak  

Yaluwo  te lah  dipu tus  oleh  Maje l i s  Hakim 

Pengadi l an  Tindak  Pidana  Korups i  dengan  masa 

hukuman  4  (empat )  tahun  6  (enam)  bulan  

pen ja ra  dan  denda  Rp.  200.000 .000 , - (Dua  Ratus  

Juta  Rupiah)  ser ta  membayar  uang  penggant i  

sebesar  Rp.  45.772 .287 .123  (Empat  Puluh  Lima 

Mi lya r  Tujuh  Ratus  Tujuh  Puluh  Dua Juta  Dua 

Ratus  Delapan  Puluh  Tujuh  Sera tus  Dua  Puluh  

Tiga  Rupiah ;

11.  Bahwa  berdasarkan  SK  yang  dike lua rkan  oleh  

Menter i  Dalam  Neger i  No.  131.91 - 792  dan  No.  

132.91- 793  Tahun  2010  tangga l  08  Oktober  2010  

te lah  Lewat  waktu  sesua i  keten tuan  UU RI  No.  32  

Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah  pasa l  109  

ayat  (2 )  yang  berbuny i  :  Pengesahan  Pengangkatan  

pasangan  Calon  Bupat i  Dan  Waki l  Bupat i  atau  

Wal iko ta  te rp i l i h  di l akukan  o leh  Menter i  Dalam 

Neger i  atas  nama Pres iden  se lambat - lambatnya  30  

(T iga  Puluh  Har i )  har i  seh ingga  seharusnya  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idpenggugat  di rekomendas ikan  menjad i  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  2009;

12.  Bahwa berdasarkan  SK Menter i  Dalam Neger i  No.  

131.91- 792  dan  No.  131.91 .793 ,  yang  mandul  

te rsebu t  Tergugat  I I I /Gubernur  waj ib  mengusu lkan  

kepada  Tergugat  I I /Ke tua  DPRD untuk  mengadakan  

rapa t  Par ipu rna  Penetapan  dan Pengesahan  Pemenang 

Kedua Sdr .  Xaver ius  T.  Songmen dan  Eksan  Heremba 

untuk  menjad i  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  

Digoe l ; - - - - - - - - - - - - - - - -

13.  Bahwa berdasarkan   Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  49 Tahun 2008 Tentang  Perubahan  

ket i ga  atas  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6 Tahun 2005  

Tentang  Pemi l i han ,  Pengesahan  Pengangkatan ,  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan  Waki l  kepa la  

Daerah  pasa l  98 ayat  (1 )  menje laskan  :  dalam hal  

pasangan  Calon  Kepala  Daerah  te rp i l i h  berha langan  

te tap ,  par ta i  pol i t i k  atau  gabungan  par ta i  

pol i t i k  yang  pasangan  ca lonnya  mera ih  suara  

te rbanyak  Per tama dan Kedua,  mengusulkan  pasangan  

ca lon  kepada  DPRD untuk  dpi l i h  menjad i  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  pal i ng  lambat  60  

(Enam Puluh)  har i  se jak  d inya takan  berha langan  

te tap ;
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DPRD ?. .
14.  Bahwa berdasarkan  SK Menter i  Dalam Neger i  No.  

131.91- 792  dan  131.91- 793  (SK  yang  t i dak  ja l an  

te rsebu t ) ,  Tergugat  I I /  Ketua  DPRD Boven  Digoe l  

waj ib  untuk  mengadakan  Rapat  Par ipu rna  Is t imewa  

per iha l  Penetapan  Calon  Pemenang  Terp i l i h  Kedua  

sebaga i  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kab.  Boven  Digoe l  Tahun  2010  ya i t u  Sdr .  Xaver i us  

T.  Songmen dan  Eksan  Heremba sesua i  dengan  pasa l  

98 PP RI  No.  49 Tahun 2008;

15.  Bahwa kond is i  r i i l  Pemer in tahan  Kabupaten  Boven  

Digoe l  sekarang  da lam  sta tus  quo/kekosongan  

kekuasaan  dan masyaraka t  resah  t i dak  ada pemimpin  

dalam  Pemer in tahan  Kabupaten  yang  re la t i f  lama  

( t i dak  ada  kepas t i an ) ,  namun  fak tanya  Yusak  

Yaluwo  di tahan  dan  sedang  menja lan i  kasas i  kasus  

Korups i  d i  Mahkamah  Agung  RI  Jakar ta  yang  

waktunya  tak  te rba tas  pula  dan  je ra t  hukum t i dak  

b isa  melepas  Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  dar i  je ru j i  

bes i  pen ja ra  LP  Cip inang  –  Jakar ta  seh ingga  

secara  hukum pasangan  Yusak  Yaluwo  dan  Yesaya  

Meras i  te rgan ja l  permanen  seh ingga  t i dak  bisa  

d i l an t i k  dan  menjad i  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Boven  Digoe l  (BERHALANGAN TETAP),  demi  hukum dan 

kepas t i an  hukum segera  harus  ada Bupat i  dan Waki l  

Bupat i  baru  d i  Kabupaten  Boven  Digoe l  yang  mana 
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17.  Bahwa?. .

berdasarkan  hukum dan  nominas i  pero lehan  suara  

pasangan  te rbanyak  Kedua  ya i t u  yang  layak  saat  

in i  menjad i  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  

– Papua;

16. Bahwa  fak tanya  para  tokoh  masyaraka t  (ke lompok  

Yusak  Yaluwo,  SH. ,  M.Si . ,   dan  Yesaya  Meras i  

dan  para  penggugat )  dan  DPRD Boven  Digoe l  

sepakat  ya i t u  :  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  yang  

baru  :  pasangan  Para  

Penggugat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

17. Bahwa  fak tanya  berka l i - ka l i  pasangan  Yusak  

Yaluwo  SH. ,MSi  dan  Yesaya  Meras i  beser ta  kron i -

kron inya  gagal  melakukan  langkah  hukum supaya  

di l an t i k  menjad i  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  

Digoe l  per i ode  2010  –  2015,  upayanya  se la l u  

di to l a k  ins t i t u s i  penegak  hukum  j i ka  memang 

di l an t i k  apa  jad inya  ka lau  Bupat i nya  ada lah  

diduga  kuat  

korup to r ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

18. Bahwa para  penggugat  berhak  menjad i  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  sesua i  dengan  Pasal  28  D ayat  (3 )  

UUD 1945  Amandemen ke–IV  :  “Set i ap  warga  Negara  

17
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19. 2 Pasal ?. .

berhak  mempero leh  kesempatan  yang  sama  da lam  

pemer in tahan”  ser ta  pasa l  15  UU No.  39  Tahun  

1999  :  “Set i ap  orang  berhak  untuk  

memper juangkan  hak  pengembangan  di r i n ya ,  ba ik  

secara  pr ibad i  maupun ko lek t i f ,  untuk  membangun  

masyaraka t ,  bangsa,  dan  

negaranya” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bahwa Berdasarkan  pasa l  53 ayat  (2 )  huru f  a dan  

b  UU No.  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Kedua  

atas  UU No.  5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  Keputusan  yang  dike luarkan  

Tergugat  I  sampai  dengan  Tergugat  IV  tersebut  

diatas  t idak  sesuai  atau  melanggar  Undang-

undang/pera turan  sehingga  objek  aquo  patut  

dibata lkan  atau  t idak  sah 

yai tu  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

19.1 .  Pasa l  58 UU RI  No.  12 Tahun 2008 Tentang  

Perubahan  Kedua  Atas  UU No.  32  Tahun  2004  

Tentang  Pemer in tahan  Daerah ;

19.2  Pasa l  2 ayat  (1 )  dan (2 )  TAP MPR RI  Tentang  

Penyelenggaraan  Negara  yang  Bers ih  dan Bebas  

dar i  Korups i ,  Kolus i ,  dan Nepot i sme;

19.3  Ins t r uks i  Pres iden  RI  No.  30 Tahun 1998  
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( t i ga pul uh) ?. .

Tentang  Pemberan tasan  Korups i ,  Kolus i ,  dan  

Nepot i sme;

19.4  Pasa l  3,  pasa l  5 but i r  4,  pasa l  20 ayat  (2 )  

UU  RI  No.  28  Tahun  1999  Tentang  

Penyelengaraan  Negara  yang  Bers ih  dan  Bebas  

dar i  Korups i ,  Kolus i ,  dan Nepot i sme;

19.5  UU  RI  No.  31  Tahun  1999  Tentang  

Pemberan tasan  Tindak  Pidana  Korups i  Jo.  UU 

RI  No.  20 Tahun  2001 Tentang  Perubahan  atas  

UU  RI  No.  31  Tahun  1999  Tentang  

Pemberan tasan  Tindak  Pidana  

Korups i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19.6  Pasa l  20 ayat  (1 )  UU RI  No.  32 Tahun 2004  

Tentang  Pemer in tahan  Daerah ;

19.7  Pasa l  102 PP No.  6 Tahun 2005 Tentang  

Pemi l i han ,  Pengesahan  dan  Pengangkatan  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  

Daerah ;

19.8  UU RI  No.  32 Tahun 2004 Tentang  Pemer in tahan  

Daerah  pasa l  109  ayat  (2 )  yang  

berbuny i  : pengesahan  pengangkatan  pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  atau  Wal iko ta  

te rp i l i h  di l akukan  o leh  Menter i  Dalam Neger i  
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putusan.mahkamahagung.go.idatas  nama Pres iden  se lambat - lambatnya  dalam  

waktu  30  ( t i ga  puluh)  har i  seh ingga  

seharusnya  penggugat  di rekomendas ikan  

menjad i  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  ;

19.9  Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  No.  

49  ahun  2008  Tentang  Perubahan  Ket iga  atas  

Pera tu ran  Pemer in tah  No 6 Tahun 2005 Tentang  

Pemi l i han ,  Pengesahan  Pengangkatan ,  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  

Daerah  pasa l  98 ayat  (1 )  menje laskan  :  dalam  

hal  pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  te rp i l i h  

berha langan  te tap ,  par ta i  pol i t i k  atau  

gabungan  par ta i  pol i t i k  yang  pasangan  

ca lonnya  mera ih  suara  te rbanyak  Per tama  dan  

Kedua,  mengusu lkan  pasangan  ca lon  kepada  

DPRD untuk  d ip i l i h  menjad i  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  pal i ng  lambat  60  (enam 

puluh )  har i  se jak  dinya takan  berha langan  

te tap ;

19.10  Pasal  28 D ayat  (3 )  UUd 1945 amandemen ke – 

IV :  “Set i ap  warga  Negara  berhak  mempero leh  

kesempatan  yang sama dalam pemer in tahan ;

19.11 Pasal  15 UU No.  39 Tahun 1999 : “se t i ap  

orang  berhak  untuk  memper juangkan  hak  

20
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dal i l ?. .

pengembangan  di r i n ya ,  baik  secara  pr ibad i  

maupun ko lek t i f ,  untuk  membangun masyaraka t ,  

bangsa,  dan negaranya” ;

Bahwa berdasarkan  ura ian  dia tas  je l as  ob jek  sengketa  

TUN yang  dibua t  oleh  para  Tergugat  je l as  menyimpang  

dar i  hukum/pera tu ran  –pera tu ran  te rsebu t  dia tas ,  

seh ingga  t i dak  sah  dan  cacat  hukum sehingga  demi  

hukum  harus  diba ta l kan  dan  dengan  memperhat i kan  

dal i l  hukum dan pera tu ran   te rsebu t  dia tas  o leh  para  

Penggugat  demi  hukum dan  kepas t i an  hukum waj ib  bagi  

para  Tergugat  membuat  Keputusan  Baru  mengesahkan  

Para  Penggugat  (Pemenang  Kedua  Pemi lu i kada )  sebaga i  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Boven Dig ioe l  per iode  2010 – 

2015;

Bahwa berdasarkan  ura ian  te rsebu t  dia tas ,  maka mohon 

kepada  Bpk  Ketua  PTUN Jayapura  Cq.  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  Sengketa  Tata  

Usaha  Negara  in i ,  berkenan  memutuskan  dengan  amar  

Putusan  sebaga i  ber i ku t ;

1. Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sura t  Keputusan  KPU  Kab.  Boven  Digoe l  No.  

03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  09 September  2010 Tentang  
21
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3.  Sur at ?. .

Penetapan  Hasi l  dan  Calon  Terp i l i h  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Daerah  Kabupaten  

Boven  Dooel  Tahun  2010  yang  menetapkan  Sdr .  

Yusak  Yaluwo,  SH. ,MSi  dan  Yesaya  Meras i  sebaga i  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l ,  beser ta  

lampi rannya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Sura t  Ketua  DPRD Kab.  Boven  Digoe l  No.  1/DPRD-

BD/ IX /2010  tangga l  14  September  2010  Per iha l  

Permohonan SK Pengesahan  Kepala  Daerah  dan Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Boven  Digoe l  has i l  

Pemi lukada  Tahun 2010;

c. Sura t  Gubernur  Papua No.  130/3190 /SET tangga l  24 

September  2010  Per iha l  Usul  Penetapan  

Pengangkatan  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Boven  

Digoe l  masa jaba tan  Tahun 210 – 2015;

d. Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  No.  131.91-

792  Tahun  2010  Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  Boven  Digoe l  Prov ins i  Papua  atas  nama 

Sdr .  Yusak  Yaluwo  SH. ,M.S i . ,  tangga l  08  Oktober  

Tahun  2010  dan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  132.91- 793  Tentang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  

Bupat i  Sdr .  Yesaya  Meras i  tangga l  08  Oktober  

22
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3.  Sur at ?. .

2010 beser ta  lampi rannya ;

3. Mewaj ibkan  kepada  para  Tergugat  masing- masing  

untuk  mencabut ,  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum No.  

03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  tangga l  09 September  2010  

Tentang  Penetapan  Hasi l  dan  Calon  Terp i l i h  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kab.  Boven  Digoe l  Tahun  2010  yang  

menetapkan  Sdr .  Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  dan  Yesaya  

Meras i  sebaga i  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  

Digoe l  beser ta  lampi rannya ;

b. Sura t  Ketua  DPRD  Kab.  Digoe l  No.  1/DPRD-

BD/ IX /2010  tangga l  14  September  2010  Per iha l  

Permohonan SK Pengesahan  Kepala  Daerah  dan Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Boven  Digoe l  has i l  

Pemi lukada  2010;

c. Sura t  Gubernur  Papua No.  130/3190 /SET tangga l  24 

September  2010  Per iha l  Usul  Penetapan  

Pengangkatan  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Boven  

Digoe l  masa jaba tan  tahun  2010 – 2015;

d. Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  No.  131.91-

792  Tahun  2010  Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  
23
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7.  Mewaj i bkan?. .

Bupat i  Boven  Digoe l  Prov ins i  Papua  atas  nama 

Sdr .  Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  tangga l  08  Oktober  

Tahun  2010  dan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  132.91- 793  Tentang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  

Bupat i  Sdr .  Yesaya  Meras i  tangga l  08  Oktober  

2010 beser ta  lampi rannya ;

4.  Mewaj ibkan  Tergugat  I /Ke tua  KPUD Kab.  Boven  

Digoe l  untuk  Menetapkan  pasangan  Pemenang  Kedua 

ya i t u  Sdr .  Xaver i us  T.  Songmen dan  Eksan  Heremba 

dar i  par ta i  pasangan  Koal i s i  Nusanta ra  untuk  

menjad i  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  

per iode  2010 – 2015;

5. Mewaj ibkan  Tergugat  I I /Ke tua  DPRD dengan  Rapat  

Par ipu rna  untuk  menerb i t kan  sura t  Per iha l  

Permohonan SK Pengesahan  Drs .  Xaver i us  T.  Songmen,  

MM sebaga i  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kab.  Boven Digoe l  has i l  Pemi lukada  Tahun 2010;

6. Mewaj ibkan  Tergugat  I I I /Gubernu r  Papua  Prov  Papua  

untuk  menerb i t kan  Sura t  Per iha l  Penetapan  

Pengangkatan  Drs .  Xaver i us  T.  Songmen,  MM.,  

sebaga i  Bupat i  dan  Eksan  Heremba  sebaga i  Waki l  

Bupat i  Boven Digoe l  masa Jabatan  2010 – 2015;

7. Mewaj ibkan  Tergugat  IV /Mente r i  Dalam Neger i  untuk  
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bel um ?. .

Daer ah ?. .

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Baru  Menter i  Dalam 

Neger i  Tahun  2010  Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  Sdr .  Drs .  Xaver ius  T.  Songmen,  MM.,  dan  

Waki l  Bupat i  Boven Digoe l  Eksan Heremba; - - - - -

8. Menghukum  Tergugat  I ,  I I ,  I I I ,  dan  IV  secara  

tanggung  ren teng  untuk  membayar  b iaya  perka ra  

yangt  t imbu l  dalam perkara  in i ; - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  yang  

d ia jukan  o leh  Penggugat ,  p ihak  TERGUGAT I  te l ah  

menyampaikan  Jawaban  dan  Ekseps i  pada  pers idangan  

te r t angga l  28 Maret  2011,  yang  pada pokoknya  sebaga i  

ber i ku t ;

1. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa sesua i  dengan  pasa l  2  huru f  (g )  UU No.  5 

Tahun  1986  sebaga imana  yang  te lah  d iubah  dengan  

UU No.  9  Tahun  2004  dan  di  gabung  te rakh i r  

dengan  UU No.  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  menyi ra t kan  bahwa  keputusan-

keputusan  atau  ketetapan- ketetapan  yang 

di te rb i t kan  oleh  Komisi  Pemil ihan  Umum di t ingkat  

Pusat  maupun  di t ingkat  Daerah  mengenai  Hasi l  

Pemil ihan  Umum t idak  dapat  digugat  Di  Peradi lan  

Tata  Usaha Negara ;

2. Bahwa  sebaga imana  te rcan tum  da lam  poin t  I  
25
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddia tas ,  hal  i t u  diper j e l a s  dengan  Sura t  Edaran  

Ketua  Mahkamah Agung RI  tangga l  11 mei  2010  N0.  

07/bua /HS/SP/V/2010  Tentang  Petun juk  Tekn is  

Sengketa  Mengenai  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

(PILKADA) .  Maka  apabi la  keputusan- keputusan  

belum atau  t idak  merupakan hasi l  Pemil ihan  Umum 

maka  hal  tersebut  te tap  menjadi  kewenangan 

Peradi lan  Tata  Usaha Negara  untuk  memeriksa  dan 

mengadi l inya ; -

3. Bahwa sesua i  dengan Pasal  55 UU No.  5 Tahun 1986  

Jo.  UU No.  9  Tahun  2004  sebaga imana  yang  te l ah  

d i rubah  dan d i t ambah  dalam UU No.  51 Tahun  2009  

Tentang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka 

gugatan  yang  dia jukan  oleh  pihak   Penggugat  

te lah  melampaui  tenggang  waktu  90  (Sembi lan  

puluh)  har i ,  te rh i t u ng  pada  saat  SK KPU Kab.  

Boven  Digoe l  No.  03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  tangga l  

09 September  2010;

4. Bahwa perkara  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  Kab.  Boven  Digoe l  pernah  

d ia jukan  oleh  PENGGUGAT ke  Mahkamah Konst i t u s i  

pada  tangga l  16 September  2010  dan  d i reg i s t r a s i  

dengan  perkara  No.  172/PHPU.D- VI I I / 2 010  per iha l  
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Umum?. .

Permohonan  Perse l i s i h an  Tentang  Hasi l  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kab.  

Boven  Digoe l  Tahun  2010,  dengan  d ike lua rkannya  

Kete tapan  Mahkamah  Konst i t u s i   No.  

172/PHPU.D/VI I I I / 2 010  yang  ber i s i  anta ra  la i n ;

- Mengabulkan  penar i kan  kembal i  permohonan  

pemohon;

- Menyatakan  permohonan  perka ra  No.  

172/PHPU.D/VI I I I / 2 010  per iha l  Permohonan  

Perse l i s i h an  Tentang  Hasi l  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kab.  

Boven Digoe l  Tahun 2010,  di ta r i k  kembal i ;

- Menyatakan  pemohon  t i dak  dapat  mengajukan  

kembal i  Permohonan  Perse l i s i h an  Tentang  Hasi l  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  

Daerah  Kab.  Boven Digoe l  Tahun 2010;

- Memer in tahkan  kepada  pani t e ra  untuk  mencata t  

penar i kan  kembal i  perka ra  No.  

172/PHPU.D/VI I I I / 2 010  aquo  da lam  Buku  

Regis t r as i  Perkara  Konst i t u s i ;

2. DALAM POKOK PERKARA.;

1. Bahwa da lam pe laksanaan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kab.  Boven  
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Kecamat an ?. .

Digoe l  te l ah  sesua i  dengan  Pasal  65,  66,  67 

UU No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  

Daerah  sebaga imana  te l ah  diubah  te rakh i r  

dengan  UU No.  12  Tahun  2008,  yang   mana 

TERGUGAT te lah  melaksanakan  Pemil ihan  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kab.  

Boven  Digoel  sesuai  dengan  tahap- tahap  

pelaksanaan,  tugas,  wewenang,  serta  kewaj iban  

TERGUGAT; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  apabi la  ada  sengketa  dalam  hasi l  

Pemil ihan  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  

Daerah  maka masalah  i tu  merupakan  Kewenangan 

Mahkamah Konst i tus i  sebaga imana  yang  dia tu r  

da lam  Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  o leh  Pani t i a  Pemi l i han  

Kecamatan ,  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten /Ko ta ,  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Prov ins i  ser ta  Penetapan  Calon  te rp i l i h ,  

pengesahan,  pengangkatan ,  dan Pelan t i k an ;  

3. Bahwa berdasarkan  keten tuan  pasa l  28 ayat  (2 )  

Pera tu ran  KPU  No.  16  Tahun  2010,  maka 

Tergugat  dalam  Rapat  Pleno  te rbuka  pada  

tangga l  08  September  2010  dan  di l an j u t k an  

pada  tangga l  09  September  2010  yang  dimuat  
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Pemi l i han ?. .

ol eh?. .

dalam  ber i t a  acara  rekap i t u l k as i  has i l  

perh i t ungan  suara  beser ta  lampi rannya  dan  

di tuangkan  dalam  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kab.  Boven  Digoe l  No.  

03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  Tentang  Penetapan  

Calon  Terp i l i h  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kab.  Boven  Digoe l  

Tahun  2010  yakn i  Pasangan  Nomor  Urut  1  Sdr .  

Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  sebaga i  Calon  Bupat i  

Terp i l i h  dan  Sdr .  Yesaya  Meras i  sebaga i  Calon  

Waki l  Bupat i  Terp i l i h  per i ode  2010 – 2015;

4. Bahwa da lam pe laksanaan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  t i dak  ada 

keten tuan  ataupun  kete tapan  yang  menyatakan  

apabi l a  pasangan  ca lon  te rp i l i h  t i dak  

di l an t i k  oleh  pejaba t  atau  ins tans i  yang  

berwenang  maka  akan  digan t i k an  oleh  Pemenang 

Kedua;

5. Bahwa  sesua i  dengan  pasa l  65  huru f  (a )  

Pera tu ran  KPU  No.  16  Tahun  2010  Tentang  

Pedoman  Rekapi t u l a s i  Hasi l  Pero lehan  

Perh i t ungan  Suara  dalam Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  o leh  Pani t i a  

Pemi l i han  Kecamatan ,  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten /Ko ta ,  dan  Komis i  Pemi l i han  Umum 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idProv ins i ,  ser ta  Penetapan  Calon  te rp i l i h ,  

Pengesahan,  Pengangkatan ,  dan  Pelan t i kan  

menyatakan  bahwa  dalam  menyelesaikan  

perse l i s ihan  hasi l  Pemilu  Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  KPU Provins i  dan/atau  KPU 

Kabupaten/Kota  sebagai  TERGUGAT berpedoman 

kepada  Peraturan  Mahkamah Konst i tus i  No.  15 

Tahun 2008 ;  

6. Bahwa  berdasarkan  Pera tu ran  Mahkamah 

Konst i t u s i  No.  15  Tahun  2008  Tentang  Pedoman 

Beracara  Dalam  Perse l i s i h an  Hasi l  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  Menegaskan  bahwa peradi lan  

perse l i s ihan  Hasi l  Pemilukada  bers i fa t  cepat  

dan  sederhana,  sebagai  peradi lan  t ingkat  

pertama dan terakhi r  yang putusannya  bers i fa t  

f ina l  dan mengikat ; - - - -

7. Bahwa  da lam  SK  Komis i  Pemi l i han  Umum Kab.  

Boven  Digoe l  No.  03/KPTS/KPUD/BD/ IX /2010 ,  

tangga l  09  Sepetember  2010  Tentang  Penetapan  

Hasi l  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kab.  Boven  Digoe l  Tahun  2010  

yang  menetapkan  Pasangan  No.  Urut .  1  Yusak  

Yaluwo  SH. ,MSi  sebaga i  Calon  Bupat i  te rp i l i h  

dan  Yesaya  Meras i  sebaga i  Calon  Waki l  Bupat i  

Terp i l i h  per iode  2010 – 2015;
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Kepal a ?. .

8. Bahwa berdasarkan  pasa l  97 ayat  (1 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  RI  No.  49  Tahun  2008  Tentang  

Perubahan  Ket iga  atas  Pera tu ran  Pemer in tah  

No.  6  Tahun  2005  Tentang  Pemi l i han ,  

Pengesahan,  Pengangkatan ,  dan  Pemberhent i an  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

menyatakan  Bahwa  :  “Dalam  hal  Calon  Kepala  

Daerah  Terpi l i h  Berhalangan  Tetap,  Calon  

Waki l  Kepala  Daerah  Terpi l i h  DILANTIK MENJADI 

KEPALA DAERAH”; - - -

9. Bahwa berdasarkan  SK Menter i  Dalam Neger i  

No.  131.91- 792  Tahun  2010  Tentang  Pengesahan  

Pengangkatan  Bupat i  Boven  Digoe l  Prov ins i  

Papua  atas  nama  Sdr .  Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  

tangga l  08  Oktober  Tahun  2010  dan  SK Menter i  

Dalam  Neger i  No.  132.91- 793  Tahun  2010  

Tentang  Pengesahan  Pengangkatan  Waki l  Bupat i  

Boven  Digoe l  Prov ins i  Papua  atas  nama  Sdr .  

Yesaya  Meras i  Tangga l  08  Oktober  Tahun  2010,  

te l ah  di l aksanakan  Pelan t i kan  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Boven  Digoe l  Per iode  

2010  –  2015,  ber tempat  di  aula  Kementer i an  

Dalam Neger i  Di  Jakar ta  pada` tangga l  07 Maret  

2011  oleh  Gubernur `Papua  Barnabas  Suebu 

SH;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Keput usan ?. .

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  yang  

d ia jukan  o leh  para  Penggugat ,  p ihak  TERGUGAT I I  

te lah  menyampaikan  Jawabannya  secara  l i san  pada  

pers idangan  te r t angga l   28  Maret  2011,  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t ;

1. Tergugat  I I /Ke tua  DPRD  Kab.  Boven  Digoe l  

berkewa j i ban  merekomendas ikan  Penetapan  KPU Kab.  

Boven  Digoe l  Tentang  Penetapan  Calon  Terp i l i h  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kab.  Boven Digoe l  kepada  

Gubernur  Prov ins i  Papua  untuk  sete rusnya  

d i t e ruskan  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  untuk  

d i t e rb i t k an  Sura t  Keputusan  Pengangkatan  Bupat i  

dan Waki l  Bupat i  Kabupaten  Boven Digoe l ;

2. Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  sudah  d i l an t i k  tangga l  

07 Maret  2010;

3. Bahwa  te rhadap  te rp i l i h n ya  Bupat i  Kabupaten  

Boven  Digoe l ,  sega la  macam  ada  in te r vens i  

d i l akukan  oleh  penggugat ; - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  yang  

d ia jukan  o leh  para  Penggugat ,  p ihak  TERGUGAT I I I  

te lah  menyampaikan  Jawaban  dan  Ekseps inya  pada  

pers idangan  te r t angga l   28  Maret  2011,  yang  pada  

pokoknya  sebaga i  ber i ku t ;

DALAM EKSEPSI ;
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Bahwa?. .

I . KEWENANGAN MENGADILI ;

a. Bahwa  gugatan  Para  Penggugat  (Xaver i us  T.  

Songmen  dan  Eksan  Heremba)  berka i t an  dengan  

Pemi lukada  Kab.  Boven  Digoe l  objek  tangga l  24 

September  2010  Per iha l  Usul  Penetapan  

Pengangkatan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Boven  Digoe l  masa  jaba tan  2010  –  2015,  

merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te rka i t  

era t  dam  merupakan  proses  admin is t r a s i  

sebaga i  t i ndak  lan ju t  merupakan  sebuah  

kesa tuan  dar i  keputusan  KPU Kab.  Boven  Digoe l  

mengenai  penetapan  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Terp i l i h  (Yusak  Yaluwo  dan  

Yesaya  Meras i )  sebaga i  has i l  Pemi lukada  di  

Kab.  Boven  Digoe l  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  2 huru f  (g )  UU No.  5 Tahun 1986;

b. Bahwa  has i l  Pemi lukada  Kab.  Boven  Digoe l  

merupakan  has i l  pemi l i han  yang  bers i f a t  umum,  

seh ingga  te rmasuk  pengecua l i an   sebaga imana  

yang  dimaksud  dalam Pasal  2  huru f  (g )  UU No.  

5  Tahun  1986  Jo.  UU No.  9  Tahun  2004  yang  

t i dak  dapat  d iguga t  di  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  lag i  pula  Pemi lukada  Kab.  Boven  

Digoe l  merupakan  perbuatan - perbua tan  hukum 

yang  te rmasuk  da lam  ruang  l i ngkup  pol i t i k  
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nyat a ?. .

ya i t u  didasarkan  pada  pandangan  pol i t i k  para  

pemi l i h  maupun  yang  dip i l i h  (Peser ta  

Pemi lukada) ;

c. Bahwa  dalam  yur i sp rudens i  Mahakamah  Agung 

juga  te l ah  menggar i skan  Keputusan  yang  

berka i t an  dan  te rmasuk  ruang  l i ngkup  po l i t i k  

dalam  kasus  has i l  Pemi l i han  Umum  t i dak  

menjad i  kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  untuk  memer iksanya  dan  mengadi l i n ya  

anta ra  la i n  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  

482/K /TUN/2003  tangga l  18  Agustus  2004  dan  

d i t egaskan  dengan  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung 

No.  08  Tahun  2005  menyatakan  bahwa Keputusan  

yang  berka i t an  dan  te rmasuk  dalam  ruang  

l i ngkup  po l i t i k  sebaga imana  yang  di j e l a skan  

d ia tas ,  t i dak  menjad i  kewenangan  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  untuk  memer iksa  dan  

mengadi l i n ya ;

d. Bahwa  berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  

d ia tas ,  dan  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  62  

ayat  (1 )  huru f  (a )  UU No.  5 Tahun  1986,  maka 

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  nyata -

nyata  t i dak  mempunyai  kewenagan  Absolu t  

memer iksa ,  dan  mengadi l i  perkara   Nomor  :  

05/G.TUN/2011/PTUN- JPR;- - - - - - - -
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Pemi l ukada?. .

bel um ?. .

I I . OBJEK GUGATAN;

a. Berdasarkan  pasa l  1  angka  (3 )  dan  pen je lasan  

UU No.  5 Tahun  1986  Jo.  Pasal  1 angka  (9 )  UU 

No.  51  Tahun  2009,  sa lah  satu  unsur  dar i  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  ‘ f i n a l ’ .  

Fina l  ar t i n ya  sudah  defen i t i f  atau  karenanya  

dapat  menimbulkan  ak iba t  hukum.  Keputusan  

yang  masih  memer lukan  perse tu j uan  ins tans i  

atasan  atau  ins tans i  la i n  belum  bers i f a t  

f i na l ,  karenanya  belum  dapat  menimbulkan  

suatu  hak  atau  kawaj i ban  pada  p ihak  yang  

bersangku tan .  misa lnya ,  Keputusan  

pengangkatan  seorang  Pegawai  Neger i  

memer lukan  perse tu j uan  dar i  Badan 

Admin is t r a s i  Kepegawaian  Negara ;

b. Bahwa mel iha t  keten tuan  te rsebu t  dia tas ,  maka 

sura t  Tergugat  I I I /Gubernu r  Papua  sebaga i  

objek  gugatan  yang  dimasukan  dalam  perkara  

in i ,  ya i t u  sura t  No.  130/3190 /SET/2010  

tangga l  24  September  2010  merupakan  Keptusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  belum  ‘ f i n a l ’  dan  

ten tunya  belum menimbulkan  ak iba t  hukum ya i t u  

adanya  hak  dan  kewaj i ban  bag i  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  te rp i l i h  Kab.  Boven  Digoe l  

(Yusak  Yaluwo  dan  Yesaya  Meras i )  sura t  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idTergugat  I I I  (Gubernur  Papua)  in i  merupakan  

sura t  usu lan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Terp i l i h  

kepada  MENDAGRI  sebaga i  has i l  Pemi lukada  

Kab.Boven  Digoe l  untuk  masa  Jabatan  2010  – 

2015.  Selan ju t nya  sesua i  dengan  keten tuan  

hukum,  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  

Terp i l i h  in i  yang  d iusu l  dengan  SURAT USULAN 

TERGUGAT I I I  (Gubernur  Papua)  te rsebu t  d ia tas  

d iangka t  dengan  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  RI ,  sebaga imana  pula  te lah  menjad i  

objek  gugatan  dalam perkara  in i ;

c . Atas  ura ian  te rsebu t  dia tas ,  maka  je l as  

secara  hukum  sura t  Gubernur  Papua  No.  

130/3190 /SET/2010  Tanggal  24  September  2010,  

t i dak  bisa  menjad i  objek  gugatan  yang  

d ipe r i k sa ,  d iad i l i ,  d i  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  Jayapura  karena  belum f i na l ;

DALAM POKOK PERKARA;

Jawaban  Pos i t a  demi  

Pos i t a  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

1. Bahwa apa- apa  yang  yang  te lah  d iu ra i kan  pada  

bagian  ekseps i  k i ranya  te ru l ang  kembal i  dan  

merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  
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Al asan-  ?. .

130/  ?. .

dengan pokok  perkara  in i ;

2. Bahwa Gugatan  Para  Penggugat  te rhadap  ob jek -

objek  Gugatan  te rmasuk  Sura t  TERGUGAT I I I /  

Gubernur  Papua  No.  130/3190 /SET/2010  Tangga l  

24  September  2010  sama seka l i  t i dak  berdasar  

dan  t i dak  mempunyai  a lasan- alasan  hukum yang  

je l as ,  seh ingga  melakukan  Gugatan  atas  objek -

objek  Gugatan  in i  te rmasuk  Sura t  TERGUGAT 

I I I /  Gubernur  Papua  yang  disebu tkan  dia tas ,  

Gugatan  para  penggugat  in i  sama seka l i  t i dak  

te rdapa t  alasan- alasan  hukum  yang  langsung  

merug ikan  Kepent i ngan  Para  Penggugat  dengan  

d ike lua rkannya  ob jek  Gugatan  dia tas .  Para  

Penggugat  dalam  hal  in i  sangat  ke l i r u  

mengai t kan  adanya  dugaan  korups i  yang  

d i l akukan  Bupat i  Terp i l i h  Boven  Digoe l  (Yusak  

Yaluwo)  dengan  objek - objek  Gugatan ,  te rmasuk  

Sura t  Usulan  TERGUGAT I I I /  Gubernur  Papua,  

seh ingga  menyatakan   kepent i ngannya  d i rug i kan  

dengan  dike lua r kannya  objek - objek  gugatan  

te rmasuk  sura t  TERGUGAT I I I /  Gubernur  Papua.  

Para  Penggugat  seharusnya  t i dak  mengajukan  

Gugatan  Di  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura ,  karena  kasus  dugaan  korups i  yang  

d i l akukan  o leh  Bupat i  Terp i l i h  Boven  Digoe l  
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Mer asi ) ?. .

pr oses  ?. .

(Yusak  Yaluwo)  sedang  d ipe r i k sa  dan  diad i l i  

d ibadan  perad i l an  la i n ,  dan  sudah  pada  

t i ngka t  kasas i  Di  Mahkamah  Agung  RI  (Re i  

Jud ica te  Deductae) .  Dengan  demik ian  mohon 

Maje l i s  Hakim  pemer iksa  perka ra  in i  

menyatakan  Gugatan  Para  Penggugat  t i dak  

d i t e r ima ;

3. Bahwa  TERGUGAT I I I /  Gubernur  Papua  t i dak  

melakukan  peny impangan  yang  d ida l i l k a n  o leh  

Para  Penggugat  dengan  Penje lasan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

a. TERGUGAT  I I I /Gubernu r  Papua  pada  

dasarnya  mengeluarkan  sura t  No.  

130/3190 /SET/2010  tangga l  24  September  

2010  sesua i  dengan  Kewenangan  dan 

Prosedur  sebaga imana  yang  d ia tu r  dalam 

Pasal  109  ayat  (3 )  UU No.32  Tahun  2004  

Tentang  Pemer in tahan  Daerah .  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Terp i l i h  Kabupaten  Boven  

Digoe l  (Yusak  Yaluwo dan Yesaya     

Meras i )  d i t e t apkan  dengan  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Boven  Digoe l  Nomor  :  

03/KPTS.KPU/BD/ IX /2010  Tentang  Penetapan  
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putusan.mahkamahagung.go.idHasi l  dan  Calon  Terp i l i h  Pemi lhan  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah   Kab.  Boven  

Digoe l  Tahun  2010  d isampaikan  kepada  Ketua  

DPRD Kab.  Boven  Digoe l .  Selan ju t nya  Ketua  

DPRD  Kab.  Boven  Digoe l  meneruskan  sura t  

kepada  Gubernur  Papua  dengan  sura t  No.  

01/DPRD-BD/ IX /2010  tangga l  14  September  2010  

Per iha l  Permohonan  SK  Pengesahan  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kab.  Boven  

Digoe l  has i l  Pemi lukada  Tahun  2010.  

Selan ju t nya  TERGUGAT  I I I /  Gubernur  Papua 

dengan  sura t  No.  130/3190 /SET/2010  tangga l  24 

September  2010  Per iha l  Usul  Penetapan  

Pengangkatan  Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  

Bupat i  Digoe l  masa  jaba tan  2010  –  2015  yang  

sekarang  menjad i  objek  Gugatan  menyampaikan  

kepada  MENDAGRI  untuk  d i  proses  

pengangkatannya  dengan  Keputusan  Menter i  

Dalam Neger i ;

b. Atas  pen je lasan  te rsebu t  d ia tas ,  je l as  

TERGUGAT  I I I /  Gubernur  Papua  t i dak  

melakukan  peny impangan  dan sesua i  dengan  

prosedur  sebaga imana  Pasal  109  ayat  (3 )  

UU No.  32  Tahun  2004.  Untuk  i t u  dal i l -

da l i l  penggugat  t i dak  berdasar  dan mohon 
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No.  6 ?. .

t anggal ?. .

yang?. .

Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  perkara  in i  

t i dak  mempert imbangkannya  /  

mengesampingkannya;

4. Bahwa  Sura t  TERGUGAT I I I /Gubernu r  Papua  No.  

T- 131/3867/SET,

tangga l  15  November  2010,  ada lah  berka i t an  

dengan  Pelan t i k an  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Terp i l i h  di  Tanah  Merah  

Kabupaten  Boven  Digoe l ,  namun  karena  Bupat i  

Terp i l i h  masih  dalam tahanan  di  Jakar ta  dan be lum 

di i z i n kan ,  namun  pada  akh i r nya  Bupat i  pada  

tangga l  07 Maret  2011 di l an t i k  o leh  Menter i  Dalam 

Neger i .  Selan ju tnya  pada  har i  yang  sama  pada  

tangga l  07  Maret  2011  beberapa  jam  kemudian  

d ike lua rkan  SK MENDAGRI No.  131.91- 157 Tahun 2011  

Tentang  Pemberhent i an  sementara  Bupat i  Kabupaten  

Boven  Digoe l  Prov ins i  Papua  (Yusak  Yaluwo)  dan  

Yesaya  Meras i  sebaga i  Waki l  Bupat i  Terp i l i h  

d i t un j uk  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  

jawab  penye lenggaraan  pemer in tahan  di  Kab.  Boven  

Digoe l  sesua i  pasa l  130  ayat  (1 )  PP No.  6  Tahun  

2005.  Pemberhent i an  sementara  Bupat i  (Yusak  

Yaluwo)  sesua i  PP No.  6 Tahun 2005 pasa l  126 ayat  
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putusan.mahkamahagung.go.id(4 )  Kepala  Daerah  yang  d inya takan  te l ah  melakukan  

Perbuatan  Pidana,  ada  mekanismenya  sebaga imana  

yang  d ia tu r  dalam PP No.  6  Tahun  2005.  Dalam PP 

te rsebu t  t i dak  ser ta  merta  d iba ta l kan  dengan  

Waki l  Bupat i nya  karena  berpasangan  dan digan t i kan  

o leh  pasangan  No uru t  2,  seper t i  yang  dida l i l k an  

o leh  Para  Penggugat .  Apabi l a  nant i nya  Yusak  

Yaluwo,  dipu tuskan  bersa lah  melakukan  korups i  dan  

te lah  mempunyai  kekuatan  hukum  te tap  dan  

menja lan i  hukuman penja ra ,  maka yang  bersangku tan  

d ibe rhen t i k an  sebaga i  Bupat i  dan  akan  diangka t  

Yesaya  Meras i  sebaga i  Bupat i  dan se lan ju t nya  akan  

mengusu lkan  2 (dua)  orang  yang d iusu l  dar i  Par ta i  

atau  Par ta i  Gabungan  pengusung  yang  mempero leh  

suara  te rbanyak  untuk  dip i l i h  dalam  Sidang  

Par ipu rna  

DPRD Kab.  Boven  Digoe l  sebaga i  Waki l  Bupat i  

sebaga imana  d ia tu r  da lam  pasa l  131  ayat  (2 )  PP 

No.  6  Tahun  2005.  Atas  dasar  keten tuan  te rsebu t  

d ia tas ,  maka  mohon  da l i l - da l i l  Para  Penggugat  

pada bag ian  in i  d ikesampingkan  o leh  Maje l i s  Hakim 

pemer iksa  perka ra  in i ,  karena  mengada- ada  sa ja  

dan t i dak  berdasar  sama seka l i ;

5. Bahwa  kete r l ambatan  TERGUGAT  IV /MENDAGRI 

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Menter i  Dalam 
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mengesampi ngkan?. .

Neger i  No.  131.91- 792  dan  132.91 - 793,  

leb ih / l ewa t  dar i  30  ( t i ga  puluh)  har i  

seh ingga  ‘mandu l ’  ada lah  mengada- ada  sa ja  dan  

t i dak  dapat  d i j ad i kan  a lasan  hukum 

memer in tahkan  TERGUGAT I I I /  Gubernur  Papua 

waj ib  mengusu lkan  kepada  TERGUGAT I I /  Ketua  

DPRD  Kab.  Boven  Digoe l  mengadakan  Rapat  

Par ipu rna  Penetapan  dan  Pengesahan  Pemenang 

Kedua  ya i t u  Para  Penggugat  (Xaver i us  T.  

Songmen  dan  Eksan  Heremba)  untuk  menjad i  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i .  Penetapan  30  ( t i ga  

puluh  har i )  te rsebu t  dimaksudkan  sebaga i  

penentuan  batas  waktu  untuk  pemrosesan  SK 

yang  menjad i  tanggung  jawab  ins tans i  (p ihak  

MENDAGRI)  dan  in i  t i dak  ada  sanks i  hukumnya 

apab i l a  lewat  batas  waktu  dimaksud.  In i  t i dak  

ada  atu ran  yang  mengaturnya  apab i l a  lewat  

waktu  maka  ak iba tnya  seper t i  yang  dida l i l k a n  

Para  Penggugat .  Dengan  demik ian   mohon 

kepada   Maje l i s   Hakim   pemer iksa   perka ra  

in i ,  

mengesampingkan  karena  mengada- ada sa ja ;

6. Bahwa  dal i l - da l i l  Para  Penggugat  yang  
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putusan.mahkamahagung.go.iddika i t k an  dengan  berbaga i  atu ran  sama seka l i  

t i dak  berdasar .  Pasal - pasa l  yang  di tun j ukan  

o leh  Para  Penggugat  yang  di l anggar  o leh  

TERGUGAT I I I /  Gubernur  Papua  mengelua rkan  

objek  Gugatan  te rsebu t  dia tas  ada lah  t i dak  

berdasar  dan  mengada- ada  sa ja .  Sura t  Usulan  

TERGUGAT  I I I /Gubernu r  Papua  No.  

131/3190 /SET/2010  Tangga l  24  September  2010  

ada lah  Sah  dan  Prosedura l  sesua i  pasa l  109  

ayat  (3 )  UU No.  32  Tahun  2004.  Sehingga,  

mohon  Maje l i s  Hakim   pemer iksa  perka ra  in i ,  

mengesampingkan  dal i l - da l i l  Para  Penggugat ;

Berdasarkan  kese lu ruhan  jawaban  dan  bantahan  yang  

te lah  d ikemukakan  dia tas ,  TERGUGAT I I I /  Gubernur  

Papua  mohon  kepada  Bapak  Ketua  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa ,  mengadi l i  perkara  in i  berkenan  memutuskan  

sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . DALAM 

EKSEPSI  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menyatakan  bahwa  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  t i dak  

mempunyai  kewenangan  abso lu t  
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Menyat akan ?. .

mengadi l i  perkara  Nomor  :  

05/G.TUN/2011/PTUN- JPR;

2. Menyatakan  Gugatan  Para  Penggugat  

kabur  (obscure  l i be l ) ;

3. Menyatakan  sura t  Gubernur  Papua  No.  

130/3190 /SET/2010  Tanggal  24 

September  2010  t i dak  bisa  di j ad i kan  

objek  Gugatan ,  karena  belum f i na l ;

I I . DALAM  POKOK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menyatakan  menolak  Gugatan  Para  

Penggugat  se lu ruhnya  

atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  Gugatan  

t i dak  di te r ima ;

2. Menyatakan  menghukum Para  Penggugat  

untuk  membayar  b iaya  da lam  perka ra  

in i ;

Atau  j i ka  Bapak  Ketua  dan  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa ,  mengadi l i  perkara  in i  berpendapat  la i n  

mohon Putusan  yang sead i l - adi l nya ;
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di masukkannya?. .

Bahwa ?. .

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  yang  

d ia jukan  o leh  para  Penggugat ,  p ihak  TERGUGAT IV  dan  

TERGUGAT I I  In te r vens i  te l ah  menyampaikan  Jawaban  

dan  Ekseps inya  pada  pers idangan  tangga l   28  Maret  

2011,  yang  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t ;

DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat  menolak  se lu ruh  dal i l  Para  Penggugat  

kecua l i  yang secara  tegas  diaku i  da lam Jawaban in i ;

1. KOMPETENSI 

RELATIF  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  t i dak  

berkompeten  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  aquo  

te rka i t  dengan  objek  Gugatan  yang  di te rb i t k an  oleh  

Tergugat  IV ;

Bahwa sete lah  Tergugat  IV  membaca dan mencermat i  

subtans i  Gugatan  Para  Penggugat ,  maka da lam jawaban  

in i  per lu  TERGUGAT IV  tegaskan ,  bahwa Para  Penggugat  

mengajukan  dan  memasukan  TERGUGAT IV  sebaga i  p ihak  

d i  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  ada lah  

te rkesan  dipaksakan .  Supaya  gugatan  atas  perkara  in i  

dapat  dipe r i k sa  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura .  Adapun  dimasukkannya  Para  Tergugat  la i n  

dalam  ha l  in i  KPU  Kabupaten  Boven  
45
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di  J akar t a?. .

Digoe l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ketua  DPRD Kab.  Boven Digoe l ,  dan Gubernur  Papua  

t i dak  tepa t  dengan  alasan  bahwa  ob jek  Gugatan  

te rsebu t  belum memenuhi  unsur  dar i  keten tuan  pasa l  1 

angka  (3 )  UU No,  5  Tahun  1986  Jo.  UU No.  9  Tahun  

2004  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU No.  5  Tahun  

1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;

Bahwa  penger t i a n  dar i  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  ada lah  :  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  

d ike lua rkan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

Berdasarkan   pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l ,  dan f i na l  

yang  menimbulkan  ak iba t  hukum  bagi  seorang  atau  

badan  hukum  perda ta .  Sehingga  berdasarkan  hal  

te rsebu t ,  maka  Gugatan  Para  Penggugat  te rhadap  KPU 

Kab.  Boven  Digoe l ,  DPRD Kab.  Boven  Digoe l ,  dan  

Gubernur  Papua  harus lah  d inya takan  t i dak  dapat  

d i t e r ima  karena  t i dak  memenuhi  unsur  konkr i t ,  

ind i v i dua l ,  dan f i na l ;

Sedangkan  Menter i  Dalam Neger i  d imasukan  sebaga i  

p ihak  yakn i  TERGUGAT IV ,  secara  kompetens i  re la t i f  

maka  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  t i dak  

berwenang  untuk  memer iksa ,  mengadi l i ,  dan  memutus  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idatas  perka ra  aquo  karena  kedudukan  Menter i  Dalam 

Neger i  berada  di  Jakar ta .  Sehingga ,  yang  berwenang  

untuk  memer iksa ,  mengadi l i ,  dan memutus  atas  perkara  

aquo  ada lah  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta . I n  

fak to  ob jek  Gugatan  aquo  sudah  je l as  dike lua rkan  

o leh  TERGUGAT IV  di tempat  kedudukannya  yang  berada  

d i  Jakar ta  sebaga imana  yang  te r t u l i s  da lam  ob jek  

Gugatan  a quo.  Seharusnya  Para  Penggugat  a quo  juga  

sudah  mengetahu i  Kedudukan  

TERGUGAT IV  yang  je l as - je l as  berada  di  Jakar ta .  

Sehingga  sudah  seharusnya  pula  Gugatan  a  quo  

d ia jukan  di tempat  domis i l i  TERGUGAT  IV  (ac to r  

sequ i t o r  fo rum re i ) . ;

Pasa l  54 ayat  (1 )  UU No.  5 Tahun 1986 Jo.  UU No.  

9  Tahun   2004  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

menyatakan  :  “Gugatan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  

d ia j ukan  kepada  Pengadi l an  yang  Berwenang  yang  

daerah  hukumnya mel ipu t i  tempat  Kedudukan  Tergugat ” .  

Pasa l  in i  secara  je l as  menyatakan  ten tang  pengajuan  

Gugatan  in i  seharusnya  d i t empat  Kedudukan  TERGUGAT. 

Sehingga  dapat  dinya takan  bahwa  Gugatan  Para  

Penggugat  dalam  perkara  aquo  yang  d ia jukan  d i  

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  ada lah  t i dak  

tepa t  karena  Kedudukan  TERGUGAT  IV  adalah  di  

Jakar ta ;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ?. .

Tahun ?. .

Bahwa berdasarkan  Keten tuan  Pasal  77 ayat  (2 )  UU 

No.  5  Tahun  1986  menyatakan  bahwa mengenai  ekseps i  

ten tang  kewenangan  re la t i f  Pengadi l an  dia j ukan  

sebe lum disampaikan  jawaban  atas  pokok  sengketa ,  dan  

ekseps i  te rsebu t  harus  d ipu tus  sebe lum  pokok  

sengketa  d ipe r i k sa .  Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  

d ia tas ,  kami  mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  untuk  

mener ima  Ekseps i  TERGUGAT  IV  te rka i t  dengan  

Kompetens i  Rela t i f  te rsebu t ;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR 

LIBELS)  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa sete lah  TERGUGAT IV  membaca dal i l  ataupun  

subtans i  gugatan  yang  dia jukan  o leh  Para  Penggugat  

d imana  dalam  Gugatannya   Para   Penggugat   leb i h  

banyak   mencer i t a kan   ten tang  

proses  sebe lum  penca lonan .  Pada  saat  penca lonan  

sampai  pada  pe laksanaan  Pemi lukada  Kab.Boven  Digoe l  

Tahun 2010 yang  kesemuanya  merupakan  Kewenangan dar i  

Komis i  Pemi l i han  Umum Daerah  Kab.  Boven  Digoe l .  

Dimana  proses  Pemi l i han  Kepala  Daerah  te lah  

d i t i n dak l an j u t i  o leh  KPUD  Boven  Digoe l  dengan  

mengelua rkan  Keputusannya  dan  mengi r im  sura t  kepada  

Ketua  DPRD Kab.  Boven Digoe l .  Dapat  d inya takan  bahwa 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idsecara  kese lu ruhan  Para  Penggugat  mempermasalahkan  

proses  penerb i t an  Penetapan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Daerah  Kab.  Boven  Digoe l  yang  t i dak  memenuhi  

kua l i f i k a s i .  Sementara  apab i l a  di run tu t  proses  

penerb i t an  objek  Gugatan  aquo  oleh  TERGUGAT IV ,  

t i dak l ah  tepa t  apab i l a  penerb i t an  objek  Gugatan  aquo  

d ika i t k an  dengan  permasa lahan  yang  te r j ad i  se lama 

Pemi l i han  Kepala  Daerah .  Sehingga  seka l i  lag i  dapat  

d inya takan ,  bahwa t i dak  bera lasan  hukum apabi l a  yang  

d isampaikan  atau  dipe rmasa lahkan  Para  Penggugat  

ada lah  proses  Pemi l i han  Kepala  Daerah /Wak i l  Kepala  

Daerah  te tap i  yang  diguga t  o leh  Para  Penggugat  

ada lah  Keputusan  Menter i  Dalam  Neger i  Tentang  

Pengesahan  Pemberhent i an  dan Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  yang  

penerb i t annya  te l ah  sesua i  dan  sudah  memenuhi  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

ya i t u  keten tuan  UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah  dan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6 

Tahun  2005  Tentang  Pengesahan,  Pengangkatan  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah ;

Berdasarkan  keten tuan  Pasal  53  UU No.  5  Tahun  

1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  sebaga imana  

yang  diubah  dan  di tambah  te rakh i r  dengan  UU No.  51  

Tahun  2009  khususnya  pasa l  53  ayat  (2 )  yang  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idmenyatakan  :  “a lasan- alasan  yang  dapat  d igunakan  

dalam  Gugatan  sebaga imana  d imaksud  ayat  

(1 ) ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ;

b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

ber ten tangan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang  

Baik ” ;

Dengan  memperhat i kan  Gugatan  Para  Penggugat  

ser ta  dika i t k an  dengan  pasa l  53 ayat  (2 )  aquo,  t i dak  

re levan  apabi l a  Para  Penggugat  masih  

mempermasalahkan  penerb i t an  ob jek  Gugatan  aquo.  Hal  

in i  d ika renakan  da lam  pos i t anya  Para  Penggugat  

mencer i t a kan  ten tang  proses  Pemi lukada  d i  Kab.  Boven  

Digoe l ,  namun  da lam  pet i t umnya  penggugat  memohon 

kepada  Maje l i s  Hakim untuk  membata lkan  objek  Gugatan  

aquo.  Sehingga  dal i l  Para  Penggugat  dalam  Gugatan  

aquo  hanya  membukt i kan  Gugatan  Para  Penggugat  kabur  

(obscure  l i be l um) . ;

Berdasarkan  argumentas i  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

sudah  cukup  bera lasan  hukum apab i l a  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perkara  aquo  untuk  

meyatakan  Gugatan  Para  Penggugat  di to l a k  se lu ruhnya  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di t er i ma?. .

atau  set i dak - t i daknya  Gugatan  Para  Penggugat  t i dak  

dapat  

d i t e r ima  (N ie t  Onvan Kel i j k  Verk laa rd ) ;

DALAM POKOK PERKARA;

1.  Bahwa apa  yang  te rmuat  da lam  ekseps i  merupakan  

satu  kesa tuan  yang  t i dak  dapat  dip i sahkan  dengan  

bagian  pokok  perkara  in i ;

2. Bahwa  TERGUGAT IV  dengan  tegas  menolak  se lu ruh  

dal i l - da l i l  Gugatan  Para  Penggugat ,  kecua l i  

te rhadap  ha l - hal  yang  diaku i  kebenarannya ;

3. Bahwa  benar  TERGUGAT IV  te l ah  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  RI  No.  131.91- 792 

tangga l  08  Oktober  2010  Tentang  Penegesahan  dan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  

Boven  Digoe l  Prov ins i  Papua  dan  Sura t  Keputusan  

Menter i  Dalam  Neger i  RI  No.  132.91 - 793  Tentang  

Pengesahan  dan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Boven Digoe l ;

4. Bahwa  TERGUGAT IV  menolak  se lu ruh  da l i l  Para  

Penggugat  kecua l i  yang  oleh  TERGUGAT IV  secara  

te rang  dinya takan  benar .  Ura ian  yang  ber i s i  

tanggapan  penolakan  te rhadap  da l i l - da l i l  Para  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ?. .

Penggugat  akan  d iu ra i kan  secara  r i nc i  dalam 

bagian - bagian  dibawah in i ;

5. Bahwa TERGUGAT IV  dalam menerb i t kan  Keputusan  aquo  

te lah  melakukannya  dengan  sangat  te l i t i  dan  hat i -

hat i  dengan  mendasarkan  pada  3 ( t i ga )  aspek  hukum 

utama  dalam  penyusunan  keputusan  ya i t u  :  

Kewenangan,  Prosedur ,  dan Subtans i ;

6. Bahwa dar i  Aspek Kewenangan,  Menter i  Dalam Neger i  

mempunyai   kewenangan   untuk    menerb i t kan  

Keputusan      aquo 

dengan  berdasarkan  pada  keten tuan  Pasal  109  ayat  

(2 )  UU No.  32  Tahun  2004,  Tentang  Pemer in tahan  

Daerah .  Dan Pasal  99 ayat  (2 )  Peraturan  Pemerintah  

No.  6 Tahun 2005  Tentang  Pengesahan,  Pengangkatan ,  

dan  Pemberhent i an  Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  

Daerah  sebaga imana  d iubah  te rakh i r  dengan  

Peraturan  Pemerintah  No.  49 Tahun 2008 .  In t i  dar i  

keten tuan  te rsebu t  ada lah  bahwa  Pengesahan,  

Pengangkatan,  dan  Pemberhent ian  Pasangan  Calon  

Bupat i /Waki l  Bupat i  di lakukan  oleh  Menter i  Dalam 

Nager i  atas  nama Presiden  se lambat - lambatnya  dalam 

waktu  30 ( t i ga  pu luh  har i ) ;

7. Bahwa  dar i  Aspek  Prosedur ,  Menter i  Dalam  Neger i  

dalam  menerb i t kan  Keputusan  aquo  te l ah  mengiku t i  
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( 2) "  ?. .

keten tuan  dalam  pasa l  109  UU No.  32  Tahun  2004  

Tentang  Pemer in tahan  Daerah .  Pasal  99  dan  pasa l  

100  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6 Tahun  2005  Tentang  

Pengesahan,  Pengangkatan ,  dan Pemberhent i an  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  sebaga imana  d iubah  

te rakh i r  dengan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  49  Tahun  

2008.  Untuk  leb ih  je l asnya  d iku t i p kan  norma dia tas  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  109  UU  No.  32  Tahun  

2004 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) “  pengesahan  pengngkatan  pasangan  Calon  Gubernur  

dan  Waki l  Gubernur  d i l akukan  oleh  Pres iden  

se lambat - lambatnya  dalam  waktu  30  ( t i ga  puluh)  

har i ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

2) “  pengesahan  pengangkatan  Calon  Bupat i  dan Waki l  

Bupat i  atau  Wal iko ta  dan Waki l  Wal iko ta  Terp i l i h  

d i l akukan  o leh  Menter i  Dalam  Neger i  atas  nama 

Pres iden  se lambat - lambatnya  dalam waktu  30 ( t i ga  

puluh  

har i ) ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

3) “Pasangan  Calon  Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  

te rp i l i h  d iusu l kan  o leh  DPRD Prov ins i ,  se lambat -
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( 2)  "DPRD?. .

lambatnya  dalam  waktu  3  ( t i ga )  har i ,  kepada  

Pres iden  mela lu i  Menter i  Dalam  Neger i  

berdasarkan  Ber i t a  Acara  Penetapan  Pasangan  

Calon  Terp i l i h  dar i  KPU Kabupaten /Ko ta  untuk  

mendapatkan  pengesahan  

pengangkatan ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) “  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  atau  

Wal iko ta  dan  Waki l  Wal iko ta  d iusu l kan  o leh  DPRD 

Kabupaten /Ko ta  se lambat - lambatnya  dalam  waktu  3  

( t i ga )  har i ,  kepada  Menter i  Dalam Neger i  mela lu i  

Gubernur  berdasarkan  Ber i t a  Acara  penetapan  

pasangan  Calon  Terp i l i h  dar i  KPU Kabupaten /Ko ta  

untuk  mendapatkan  pengesahan  

pengangkatan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  99  dan  100  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  5 Tahun  

2006 : - - - - - - - - - - -

Pasa l  

99  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) “DPRD  Prov ins i  mengusu lkan  pasangan  Calon  

Gubernur  dan  Waki l  Gubernur  te rp i l i h  se lambat -

lambatnya  dalam  waktu  3  ( t i ga )  har i  kepada  

Pres iden  mela lu i  Menter i  Dalam  Neger i  
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Calon  Terp i l i h  dar i  KPU Prov ins i  dan  di l engkap i  

berkas  pemi l i han  untuk  mendapatkan  Pengesahan  

Pengangkatan ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) “DPRD Kabupaten /Ko ta  mengusulkan  pasangan  Calon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  atau  pasangan  Wal iko ta /Wak i l  

Wal iko ta  te rp i l i h  se lambat - lambatnya  dalam waktu  

3  ( t i ga )  har i  kepada  Menter i  Dalam  Neger i  

mela lu i  Gubernur  berdasarkan  Ber i t a  Acara  

Penetapan  Pasangan  Calon  Terp i l i h  dar i  KPUD 

Kabupaten /Ko ta  dan  d i l engkap i  berkas  pemi l i han  

untuk  mendapatkan  pengesahan  

pengangkatan ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) “Berdasarkan  usu l  p impinan  Pimpinan  DPRD 

sebaga imana  dimaksud  pada ayat  1 (sa tu )  dan ayat  

2  (dua)  Pres iden  mengesahkan  pasangan  Calon  

Gubernur  te rp i l i h  dan  Waki l  Gubernur  Terp i l i h ,  

dan  Menter i  Dalam Neger i  RI  atas  nama Pres iden  

mengesahkan  pengangkatan  pasangan  Calon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  atau  Pasangan  Calon  

Wal iko ta /Wak i l  Wal iko ta  se lambat - lambatnya  30  

( t i ga  puluh  har i ) ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  
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undangan ?. .
100  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. “Pengesahan  pengangkatan  pasangan  ca lon  

Gubernur /Wak i l  Gubernur  te rp i l i h  di l akukan  oleh  

Pres iden  se lambat - lambatnya  dalam  waktu  30  

( t i ga  puluh  har i ) ” ;

2. “Pengesahan  pengangkatan  ca lon  Bupat i /Wak i l  

Bupat i  atau  pasangan  ca lon  Wal iko ta /Wak i l  

Wal iko ta  te rp i l i h  di l akukan  oleh  Menter i  Dalam 

Neger i  atas  Pres iden  se lambat - lambatnya  da lam  

waktu  30 ( t i ga  pu luh  har i ) ” ;

Berdasarkan  keten tuan  dia tas ,  maka  prosedur  

penerb i t an  Keputusan  aquo  te l ah  sesua i  dengan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  dan  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang Baik .  Dimana Prosedur  penerb i t an  

Keputusan  Aquo te lah  memperhat i kan  dan berdasarkan  

dokumen : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

a. Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Daerah  Kab.  

Boven  Digoe l  No.  03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  tangga l  

09  September  2010  Tentang  Penetapan  Hasi l  dan  

Calon  Terp i l i h  Pemi lukada  Kab.  Boven  Digoe l  

tahun  2010  beser ta  lampi rannya .  In t i n ya  ada lah  

menetapkan  Sdr .  Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  dan  Yesaya  
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dan?. .

Meras i  sebaga i  Pasangan  Calon  Terp i l i h  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  daerah ;

b. Sura t  Ketua  DPRD Kab.  Boven  Digoe l  No.  1/DPRD-

BD/ IX /2010  tangga l  14  September  2010  per iha l  

Permohonan  Sura t  Keputusan  Pengesahan  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kab.  Boven Digoe l  

Hasi l  Pemi lukada  Tahun 2010;

c. Sura t  Gubernur  Papua No.  130/3190 /SET tangga l  24 

September  2010  Per iha l  Usul  Penetapan  

Pengangkatan  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Boven  

Digoe l  Masa Jabatan  2010 – 2015;

8. Bahwa dar i  Aspek Subtansi ,  se lu ruh  dokumen dia tas  

te lah  menetapkan  dan mengusu lkan  Sdr .  Yusak  Waluyo  

SH. ,M.S i . ,  dan  Yesaya  Meras i  sebaga i  Pasangan  

Calon  Terp i l i h  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah .  Dengan demik ian ,  dar i  aspek  subtans i  t i dak  

ada lag i  keraguan  dan sudah  tepa t  bag i  TERGUGAT IV  

untuk  menerb i t kan  Keputusan  Pengangkatan  Sdr .  

Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  dan  Yesaya  Meras i  sebaga i  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Kab.  Boven Digoe l ;

9. Bahwa TERGUGAT IV  menolak  dengan  tegas  dal i l  Para  

Penggugat  da lam Gugatannya  da lam ha laman 3 angka  2 

yang menyatakan  :  “ pada saat  penca lonan  awal  Yusak  

Yaluwo  SH. ,MSi  sudah  bermasa lah  ser i us  t i ndak  

57

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan?. .

pidana  korups i  namun KPUD Boven  Digoe l  dan  Yusak  

Yaluwo SH. ,M.S i . ,  te tap  berambis ius  dan memaksakan  

kehendak  untuk  penca lonan  Bupat i  Boven  Digoe l  

kembal i  berpasangan  dengan  Yesaya  Meras i  sebaga i  

Calon  Waki l  Bupat i ,  ha l  te rsebu t  ber ten tangan  

dengan  Pasal  58  UU No.  12  Tahun  2008  Tentang  

Perubahan  Kedua Atas  UU No.  32 Tahun 2004  Tentang  

Pemer in tahan  

Daerah” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa Para  Penggugat  sa lah  menafs i r kan  pasa l  58 UU 

No.  12  Tahun  2008,  karena  Calon  yang  bers ta t us  

sebaga i  te rsangka  atau  te rdakwa  dalam  t i ndak  

p idana  umum maupun  pidana  khusus  t idak  menjadi  

halangan  untuk  mengikut i  Pemilukada.  Oleh  karena  

i t u  meskipun  Sdr .  Yusak  Yaluwo  SH. ,M.S i . ,  te l ah  

bers ta tus  sebaga i  te rdakwa  da lam  perkara  t i ndak  

p idana  korups i  bahkan  di tahan  peny id i k  KPK,  t i dak  

menghalang i  yang  bersangku tan  untuk  d i t e t apkan  

pengesahan  pengangkatannya  sebaga i  Bupat i  Boven  

Digoe l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.Bahwa  berdasarkan  Sura t  TERGUGAT  I  Nomor  :  

03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  tangga l  09  September  2010  

Tentang  Penetapan  Hasi l  dan  Calon  te rp i l i h  
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dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kab.  Boven  Digoe l  Tahun  

2010; - - - - - - - - - - - - -

11.Bahwa  berdasarkan  sura t  dar i  TERGUGAT  I I ,  

TERGUGAT I I I  Gubernur  Papua mengeluarkan  Sura t  No.  

130/3190 /SET  Tangga l    24  September  2010  Per iha l  

Usul  Penetapan  Pengangkatan  Calon  Bupat i  dan Waki l  

Bupat i  Boven  Digoe l  Masa  Jabatan  2010  –  2015.  

Berdasarkan  pernya taan  Para  Penggugat  te rsebu t  

te lah  je l as  bahwa  TERGUGAT I ,  TERGUGAT I I ,  dan 

TERGUGAT I I I  te l ah  mengeluarkan  ob jek  Gugatan  yang  

merupakan  persya ra tan  dokumen  untuk  memenuhi  

prosedur  yang  te l ah  d i t en tukan  dalam keten tuan  UU 

No.  32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah  dan  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6  Tahun  2005  Tentang  

Pengesahan,  Pengangkatan ,  dn  Pemberhent i an  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah ,  sebaga imana  

d iubah  te rakh i r  dengan Pera tu ran  Pemer in tah  No.  49  

Tahun  2008.  Yang  ar t i n ya  objek  Gugatan  yang  

d i t e rb i t k an  o leh  TERGUGAT IV  t i dak  berd i r i  send i r i  

tap i  mela lu i  prosedur  yang  te l ah  di ten tukan  o leh  

Undang- Undang,  hal  in i  sebaga imana  data - data  

dokumen yang  dia jukan  TERGUGAT I ,  TERGUGAT I I ,  dan 
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t el ah?. .

TERGUGAT I I I  sebaga i  data  pendukung  bagi  te rb i t n ya  

objek  Gugatan  yang  dike lua r kan  o leh  TERGUGAT IV .  

Sehingga  dal i l - da l i l  Para  Penggugat  yang  

menyatakan  bahwa  penerb i t an  objek  Gugatan  aquo  

o leh  TERGUGAT I I I  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

perundangan- undangan  yang  je l as - je l as  t idak  tepat ,  

karena  secara     tegas    Para    Penggugat  

mengaku i   dar i    pernya taannya  

te rsebu t   bahwa   TERGUGAT I ,  TERGUGAT I I ,   dan 

TERGUGAT I I I  

te lah  mengelua rkan  ob jek  Gugatan  yang  merupakan  

persya ra tan  dokumen penerb i t an  objek  gugatan  o leh  

TERGUGAT IV ;

12.Bahwa TERGUGAT IV  menolak  dengan  tegas  dal i l  Para  

Penggugat  dalam  Gugatannya  pada  halaman  5  angka  

10.  11,  12,  dan  13  yang  menyatakan  “namun hingga  

saat  in i  yang  bersangku tan  belum  dapat  d i l an t i k  

o leh  Gubernur  Papua  karena  Sdr .  Yusak  Yaluwo,  

SH. ,M.S i . ,  sebaga i  Bupat i  Terp i l i h  berada  

berha langan  te tap  karena  Yusak  Yaluwo,  SH. ,M.S i . ,  

sebaga i  Bupat i  Terp i l i h  berada  berha langan  te tap  

karena  berada  sekarang  berada  da lam  tahanan  

Maje l i s  Hakim  Tip i ko r  Jakar ta ” .  Para  Penggugat  

60

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ber dasar kan?. .

mengar t i k an  bahwa  kond is i  Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  

yang  sedang  dalam  proses  hukum  di  Pengad i l an  

Tip i ko r  menempatkan  pasangan  Terp i l i h  Yusak  

Yaluwo,  SH. ,M.S i . ,  dan  Yesaya  Meras i  berha langan  

te tap  sebaga i  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah .  Senyatanya  yang  menja lan i  proses  pidana  

ada lah  Yusak  Yaluwo,  SH. ,M.S i . ,  sebaga i  Bupat i  

Terp i l i h .  Sementara  Yesaya  Meras i  se laku  Waki l  

Bupat i  te rp i l i h  t i dak  sedang  te r l i b a t  kasus  Tindak  

Pidana.  Maka berka i t an  dengan  ha l  te rsebu t  pos is i  

Yusak  Yaluwo,  SH. ,M.S i . ,  d ibe rhen t i k an  sementara  

untuk  kemudian  d igan t i k an  oleh  Yesaya  Meras i  

se laku  Waki l  Bupat i  Terp i l i h .  Hal  in i  sebaga imana  

d iamanatkan  da lam  Pasal  32  ayat  (4 )  UU No.  32  

Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah  yang  

berbuny i  : “apab i l a  Kepala  Daerah  dan/a tauWak i l  

Kepala  Daerah  dinya takan  bersa lah  karena  melakukan  

t i ndak  p idana  dengan ancaman pidana  pen ja ra  pa l i ng  

s ingka t   5 ( l ima )   tahun   atau   leb ih    

berdasarkan     putusan  Pengadi l an  yang  belum  

mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  sebaga imana  

d imaksud  pada  ayat  (3 )  DPRD  mengusu lkan  

pemberhent i an  sementara  dengan  Keputusan  DPRD”.  

Dan  ayat  (5 )  UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang  
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Keputusan  DPRD sebaga imana  dimaksud  pada ayat  (4 ) ,  

Pres iden  menetapkan  Pemberhent i an  sementara  Kepala  

Daerah  dan/a tau  Waki l  Kepala  Daerah” .  Selan ju t nya  

pasa l  34  ayat  (1 )  UU No,  32  Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah  menyatakan  :  ’ ’ apab i l a  Kepala  

Daerah  d ibe rhen t i k an  sementara  sebaga imana  

d imaksud  da lam  Pasal  30  ayat  (1 ) ,  pasa l  31  ayat  

(1 ) ,  dan  pasa l  32  ayat  (5 ) ,  Waki l  Kepala  Daerah  

melaksanakan  Tugas  dan  Kewaj iban  Kepala  Daerah  

sampai  dengan  adanya  Putusan  Pengadi l an  yang  

berkekua tan  Hukum  Tetap” .  Sehingga  berdasarkan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  te rsebu t ,  

dapat  dinya takan  bahwa  Yusak  Yaluwo,  SH. ,M.S i . ,  

se laku  Bupat i  Terp i l i h  yang  te r l i b a t  proses  p idana  

dan  d ibe rhen t i k an  sementara  dan  Yesaya  Meras i  

se laku  Waki l  Bupat i  Terp i l i h  menggant i kan  Bupat i  

yang  d ibe rhen t i k an  sementara ,  sampai  proses  pidana  

te rsebu t  dipu tus  dengan  putusan  pengad i l an  yang  

berkekua tan  hukum  te tap .  Oleh  karenanya  t i dak  

bera lasan  hukum dan hanya  mengada- ada apabi l a  Para  

Penggugat  menyatakan  pasangan  Calon  Terp i l i h  1 

ya i t u  Yusak  Yaluwo,  SH. ,M.S i . ,  berha langan  te tap .  

Sehingga  da l i l - da l i l  Para  Penggugat  in i  harus lah  

d ikesampingkan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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13.  Bahwa ?. .

sebagai ?. .

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

13.Bahwa kond is i  r i i l  Pemer in tahan  Kab.  Boven Digoe l  

sekarang  dalam  kond is i  s ta tus  quo/kekosongan  

kekuasaan  dan  masyaraka t  resah  t i dak  ada  pemimpin  

dalam  Pemer in tahan  Kabupaten ,  yang  re la t i f  lama  

( t i dak  ada kepas t i an ) ,  namun fak tanya  Yusak  Yaluwo  

di t ahan  dan  sedang  menja lan i  kasus  korups i  dan  

sete rusnya ,  yang  mana  berdasarkan  dan  nominas i  

pero lehan  suara  pasangan  te rbanyak  kedua  ya i t u  

Para  Penggugat  yang  layak  saat  in i  yang  menjadi  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Bov.  Digoel” .  Pernya taan  

Para  Penggugat  in i  t i dak  benar  dan t i dak  bera lasan  

hukum  dan  in i  hanya  menunjukan  bahwa  Para  

Penggugat  t i dak  memahami  Prosedur ,  mekanisme  dar i  

suatu  Pemi l i han  Kepala  Daerah  yang  d ia tu r  mela lu i  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan.  Bahwa 

untuk  mengant i s i pas i  kekosongan  hukum Pemer in tahan  

Kab.  Boven  Digoe l ,  mela lu i  Radiogram MENDAGRI No.  

131.91 /3655 /SJ  tangga l           31  Agustus  2010,  

te lah  di tun j uk  Sekre ta r i s  Daerah  untuk  

melaksanakan  tugas  sehar i - har i  Bupat i  Boven  

Digoe l .  Bahwa sesua i  Pasa l  58 UU No.  12 Tahun 2008  

yang  mengatu r  persya ra tan  ca lon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah ,  ca lon  yang  bers ta t us  sebaga i  
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maupun Tindak  Pidana  Khusus  t i dak  menjad i  Halangan  

untuk  mengiku t i  Pemi lukada .  Oleh  karena  i t u ,  

meskipun  Sdr .  Yusak  Yaluwo  SH. ,M.S i . ,  te l ah  

bers ta tus  sebaga i  te rdakwa  da lam  perkara  t i ndak  

Korups i  bahkan  di tahan  peny id i k  KPK,  t i dak  

menghalang i  yang  bersangku tan  untuk  d i t e t apkan  

pengesahan  pengangkatannya  sebaga i  Bupat i  Boven  

Digoe l  sebaga imana  d imaksud  Pasal  31  ayat  (1 )  UU 

No.  32 Tahun 2004 Tentang  Pemer in tahan  Daerah ;

14.Bahwa karena  pada  kenyataannya  TERGUGAT IV  dalam 

menerb i t kan  objek  Gugatan  aquo  te lah  memenuhi  

keten tuan  UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah  dan  PP  No.  6  Tahun  2005  

Tentang  Pemi l i han ,  Pengesahan,  Pengangkatan ,  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  sebag iamana  d iubah  te rakh i r  dengan  PP No.  

49  Tahun  2008.  Sehingga  dapat  d inya takan  objek  

Gugatan  aquo  yang  dike lua rkan  oleh  TERGUGAT t i dak  

memenuhi  kua l i f i k a s i  Pasa l  53 UU No.  5 Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

d iubah  te rakh i r  dengan  UU 51  Tahun  2009  Tentang  

Perubahan  Kedua  atas  UU No.  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara .  Hal  in i  sebaga imana  

te lah  d iu ra i kan  d ia tas  bahwa  mengenai  objek  
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per kar a ?. .

penerb i t an  objek  Gugatan  aquo  oleh  TERGUGAT IV  

te lah  sesua i  dengan keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  dengan  demik ian  dengan  

memperhat i kan  Gugatan  Para  Penggugat  ser ta  

d ika i t k an  dengan  Pasal  53  ayat  (2 )  aquo  t i dak  

re levan  apabi l a  Para  Penggugat  masih  

mempermasalahkan   penerb i t an  objek  Gugatan  aquo  

yang di te rb i t k an  oleh  TERGUGAT IV

Berdasarkan  ha l  te rsebu t  sudah  se layaknya  gugatan  

Para  Penggugat  in i  

d i t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  se lu ruh  dal i l  dan  fak ta  hukum ser ta  

argumentas i  te rsebu t   d ia tas ,   mohon   k i ranya  

Maje l i s   Hakim  yang  memer iksa  

perkara  in i  berkenan  member ikan  putusan  dengan  

amar  putusan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM 

EKSEPSI  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id1. Mener ima  ekseps i  TERGUGAT  IV  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menolak  Gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  Gugatan  

Para  Penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  (N ie t  

Otvan  Kel i j k  

Verk la rd ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

1. Menolak  Gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  

Gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima ;

2. Menyatakan  Sah  Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  RI  No.  131.91 - 792 Tahun 2010  dan No.  

132.91- 793  Tahun  2010  tangga l  08  Oktober  

2010  Tentang  Pengesahan  Pemberhent i an  dan  

Pengesahan  Pengangkatan  Bupat i  Boven  Digoe l  

Prov ins i  Papua  ser ta  Tentang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Waki l  Bupat i  Boven Digoe l  Prov ins i  Papua;

3. Membebankan  Para  Penggugat  untuk  membayar  
66
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dan ?. .
se lu ruh  biaya  yang  t imbu l  dalam perka ra  in i  

atau  apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  

la i n ,  mohon putusan  yang  sead i l - ad i l nya  (ex  

aequo et  bono) ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Jawaban  dan 

Ekseps i  yang  dia jukan  o leh  Tergugat  I ,  Tergugat  I I ,  

Tergugat  I I I ,  dan  Tergugat  IV  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i ,  maka  para  Penggugat  te lah  menanggap i  

dengan  Repl i knya  pada  pers idangan  te r t angga l   11  

Apr i l   2011,  yang  pada  in t i n ya  te tap  pada  dal i l -

da l i l  gugatannya  dan  menolak  ser ta  membantah  dengan  

tegas  dal i l - da l i l  jawaban  dan  Ekseps i  para  Tergugat  

dan  Tergugat   I I  In te r vens i ,  yang  is i  se lengkapnya  

te rmuat  dalam Ber i t a  Acara  Pers idangan  dan merupakan  

bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Repl i k  yang  

d ia jukan  o leh   para  Penggugat ,  maka  para  TERGUGAT 

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  masing- masing  te l ah  

menyampaikan  Dupl i knya  pada  pers idangan  te r t angga l  

18 Apr i l   2011,  yang  pada in t i n ya  te tap  pada Jawaban  

dan  Ekseps i ,  yang  is i  se lengkapnya  te rmuat  dalam 

Ber i t a  Acara  Pers idangan  dan  merupakan  bagian  yang  

t i dak  te rp i sahkan  dengan  putusan  
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Kab.  ?. .

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l -

da l i l  gugatannya ,  para  Penggugat  te l ah  mengajukan  

a la t - ala t  bukt i  sura t  te r t u l i s  berupa  fo tokop i  

sura t - sura t  bermete ra i  cukup  yang  te l ah  dicocokan  

dengan  as l i n ya  atau  fo tocopynya  dan  dibe r i kan  tanda  

P- 1  sampai  dengan  P- 49,  seh ingga  dapat  di te r ima  

sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  P.1 :

Sura t  Panggi l an  dar i  KPK kepada  Yusak  

Yaluwo  sebaga i  Tersangka  dugaan  Tindak  

Pidana  Korups i  te rhadap  penya lahgunaan  

APBD dan  Dana  OTSUS Kab.  Boven  Digoe l  

T.A  2005 s/d  2007  te r t angga l  18 Februar i  

2010 (Fo tocopy  sesua i  dengan fo tocopy ) ;

2. Bukt i  P.2 :

Sura t  dar i  KPK per iha l  tanggapan  atas  

Permohonan  Penangguhan  Penahanan  No.  B-
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putusan.mahkamahagung.go.id49/20- 23/05 /2010  te r t angga l  11 Mei  2010,  

tanggapan  sura t  dar i  Ketua  DPRD Kab.  

Boven  Digoe l  (Yusak  Y.  di tangkap  KPK di  

Cengkareng  Jakar ta  di tahan  tangga l  16 

Apr i l  2010.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  P.3 :

Sura t  Ketua  DPRD Kab.  Boven  Digoe l  No.  

10/DPRD-BD/V/2010  Per iha l  :  Per t imbangan  

Permohonan  Penagguhan  

penahanan/penga l i han  tahanan  yang  

di tu j u kan  kepada  KPK  atas  Penahanan  

Yusak  Waluyo .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  P.4 : Sura t  dar i  KPK No.  B-

81/24 /06 /2010  per iha l  pel impahan  perkara  

pemer iksaan  acara  b iasa  atas  nama 

Terdakwa  Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  yang  

di tu j u kan  kepada  Ketua  PN.  Jakpus  

te r t angga l  23  Jun i  2010  beser ta  

lampi ran - lampi rannya .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan 

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

69

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yesaya ?. .
5. Bukt i  P.5 :

Laporan  Kegia tan  PROSES dan TAHAPAN 

PEMILUKADA di  Kab.  Boven  Digoe l  Tahun  

2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan fo tocopy ) ;

6. Bukt i  P.6 :

Sura t  Kete rangan  Kesehatan  No.  

072/140401/812 /2010  te r t angga l  14  Apr i l  

2010,  untuk  Yesaya  Meras i  dar i  Dokte r .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan fo tocopy ) ;

7. Bukt i  P.7 :

Sura t  Keterangan  Tidak  sedang  dicabu t  

hak  pi l i h nya ,  t i dak  pernah  dihukum 

penja ra  karena  melakukan  t i ndak  pidana  

yang  d iancam  dengan  Penja ra  5  ( l ima )  

tahun  atau  leb ih  No.  W30-

U3/324HK.01 / IV / 2010  yang  d ike lua rkan  

oleh  Ketua  Pengadi l an  Neger i  Merauke,  

te r t angga l  15  Apr i l  2010  untuk  Yesaya  

Meras i .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bukt i  P.8 :

Sura t  Keterangan  Tidak  Dinya takan  Pai l i t  

No.  W30-U3/   325HK/01/ IV /2010  yang  

dike lua rkan  oleh  Ketua  Pengad i l an  Neger i  
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11.  Bukt i  ?. .

Merauke,  te r t angga l  15  Apr i l  2010.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan fo tocopy ) ;

9. Bukt i  P.9 :

Sura t  Keterangan  Tidak  Mempunyai  

Tanggungan  Utang  No.  W30-

U3/324HK.01 / IV / 2010  yang  d ike lua rkan  

oleh  Ketua  Pengadi l an  Neger i  Merauke  

te r t angga l   15  Apr i l  2010  untuk  Yesaya  

Meras i .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ;

10. Bukt i  P.10 :

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  No.  

131.91 - 497  2010  Tentang  Pemberhent i an  

Sementara  Bupat i  Boven  Digoe l  Prov ins i  

Papua,  ya i t u  :  Yusak  Yaluwo  SH. ,M.S i . ,  

te r t angga l  10  Agustus  2010  beser ta  

lampi rannya .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ;

11. Bukt i  P.11 :

Keputusan  Ketua  KPUD Boven Digoe l  No.  

03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  Tentang  Penetapan  

Hasi l  dan  Calon  Terp i l i h  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kab.  Boven Digoe l  Tahun 2010,  tangga l  09  
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15.  Bukt i  ?. .

September  2010  beser ta  lampi rannya .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan fo tocopy ) ;

12. Bukt i  P.12 :

Keputusan  Ketua  DPRD Kab.  Boven Digoe l  

No.  01/DPRD-BD/IX /2010  Tentang  

Permohonan  SK Pengesahan  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kab.  Boven 

Digoe l  has i l  Pemi lukada  Tahun  

2010, tangga l  14  September  2010  beser ta  

lampi rannya .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  P.13 :

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  RI  No.  

131- 91- 792 Tahun  2010  Tentang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Bupat i  Boven  Digoe l  

Prov ins i  Papua  ya i t u   Yusak  Yaluwo  

SH. ,M.S i . ,  te r t angga l  08  Oktober  2010  

beser ta  lampi rannya .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bukt i  P.14 :

Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  No.  

132.91 - 793  Tahun  2010  Tentang  

Pengesahan,  pemberhent i an ,  dan 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idpemgangkatan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  

Prov ins i  Papua  ya i t u  Yesaya  Meras i ,  

te r t angga l  08  Oktober  2010  beser ta  

lampi rannya .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bukt i  P.15 :

Pet i kan  Keputusan  Menter i  Dalam Neger i  

No.  131.91- 793  Tahun  2010  Tentang  

Pengesahan  Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  

Prov ins i  Papua  ya i t u  :  Yesaya  Meras i ,  

te r t angga l  08  Oktober  2010  te rmasuk  

lampi ran  dar i  P.14.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bukt i  P.16 :  

Sura t  dar i  Pengadi l an  Tip i ko r  pada  PN 

Jakpus  No.  W10.U.1 /8559 /Hk .01 . IX . 2010 ,  

ha l  pen je lasan  te rhadap  perka ra  pidana  

No.  15/P ID .B /TPK/2010 /PN.JKT.PST  atas  

nama  Terdakwa  Yusak  Yaluwo  SH. ,M.S i . ,  

te r t angga l  29  September  2010.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
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putusan.mahkamahagung.go.id I nf or masi  ?. .17. Bukt i  P.17 :

Sura t  dar i  Gubernur  Prov ins i  Papua  No.  

T- 131/3868 /SET  yang  di tu j u kan  kepada  PLH 

Bupat i  d i tanah  merah  Per iha l  Pelan t i k an  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l ,  

te r t angga l  15  November  2010.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  P.18 :

Sura t  dar i  Gubernur  Prov ins i  Papua  No.  

T-  131/3868/SET  yang  d i t u j u kan  kepada  

Ketua  DPRD Kab.  Boven  Digoe l  Per iha l  

Pelan t i kan  Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Boven  

Digoe l ,  te r t angga l  15  November  2010.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  fo tocopy )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bukt i  P.19 : Sura t  dar i  Pengadi l an  

Tip i ko r  pada  PN.  Jakpus  No.  

W10.U.1 /11029 /Hk .01 .X I I . 2 010 .02  Hal  :  

Pemohonan  In fo rmas i  Perkembangan  Perkara  

Tindak  Pidana  Korups i  No.  

15/P id .B /TPK/2010 /PN.JKT.PST  atas  nama 

Terdakwa  :  Yusak  Yaluwo  SH. ,M.S i . ,  

te r t angga l  03  Desember  2010.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan as l i n ya ) ; - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id20. Bukt i  P.20 :

Pernya taan  Sikap  PANWASLUKADA dis t r i k  

Se- kabupaten  Boven  Digoe l  tangga l  10 

September  2010.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;

21. Bukt i  P.21 :

Sura t  dar i  Par ta i  Koal i s i  Nusanta ra  No.  

50/PKN- SOMBA/XI I / 2010  yang  di tu j u kan  

kepada  Ketua  KPUD  Boven  Digoe l .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - -

22. Bukt i  P.22 :

Sura t  dar i  Pengadi l an  Tip i ko r  pada PN 

Jakpus  No.  W10.U.1 /1818 /Hk .01 .2010 .02  

Hal  :  Permohonan  Dokumen Pendukung  atas  

Perkembangan  Perkara  Tindak  Pidana  

Korups i  No.  15/P id .B /TPK/  2010/  PN.  

JKT.PST atas  nama Terdakwa  Yusak  Yaluwo  

SH. ,MSi  tangga l  16  Februar i  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan Fotocopy) ;

23. Bukt i  P.23 :

Sura t  dar i  Mahkamah Agung  RI  kepada  

Gubernur  Prov ins i  Papua  No.  

04/KM/Pid . sus /HK/04 / I I / 2 011 /182  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Bupat i  ?. .Per iha l  :  Permohonan  iz i n  bag i  Sdr .  

Yusak  Waluyo  SH. ,MSi  untuk  mengiku t i  

Pelan t i kan ,  te r t angga l  21 Februar i  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan fo tocopy ) ; - - - -

24. Bukt i  P.24 : Sura t  Dar i  Menter i  

Dalam Neger i  No.  131- 91- /578 /SJ  Per iha l  

Pembantaran  te rhadap  Yusak  Yaluwo  

SH. ,MSi  Bupat i  Boven  Digoe l  Terp i l i h  

masa  Jabatan   2010  – 2015  kepada  Ketua  

Mahkamah  Agung  RI ,  te r t angga l  28 

Februar i  2011  (Fo tocopy   sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; -

25. Bukt i  P.25 :

Sura t  Keterangan  Saks i  atas  nama 

Korne les  Kaworot ,  Serg ius  Karoam,  

Agust i nus  Kaube,  Isak  Saontem,  

te r t angga l  12  Apr i l  2011  (Fo tocopy  

sesua i  dengan as l i n ya ) ;

26. Bukt i  P.26 :  

Sura t  Keterangan  Saks i  atas  nama Yohanes  

Kotanon,  Norber tus  Kandam,  Ruben 

Lokoba l ,  Hi la r i u s  Kandam,  te r t angga l  12 

Apr i l  2011.  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

31.  Bukt i  ?. .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. Bukt i  P.27 :

Sura t  Keterangan  Saks i  atas  nama Gabr ie l  

Pae,  Yanuar i us  J i t bon ,  Isak  Kuruwai ,  

Mat ius  Oropka,  tangga l  12  Apr i l  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan as l i nya ) ;

28. Bukt i  P.28 : Sura t  Pernya taan  atas  

nama Yudi ,  te r t angga l  13 September  2010.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - -

29. Bukt i  P.29 :

Sura t  Pernya taan  atas  nama Caro l i us  

Ninggan,  te r t angga l  14   Apr i l  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan as l i nya ) ;

30. Bukt i  P.30 :

Sura t  Pernya taan  atas  Nama Jef r y  O.R.  

Kelan i t  te r t angga l  14  Apr i l  2011.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan as l i nya ) ;

31. Bukt i  P.31 :

Sura t  Pernya taan  atas  Nama Paulus  Ndiken  

te r t angga l  14  Apr i l  2011  (Fo tocopy  

sesua i  dengan as l i n ya ) ;

32. Bukt i  P.32 :

Sura t  Pernya taan  atas  Nama Johanes  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

38.  Bukt i  ?. .

Kelan i t  dan  Kather i na  Sard i  te r t angga l  

14  Apr i l  2011  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;

33. Bukt i  P.33 :

Sura t  Pernya taan  atas  nama Untung  Gul tom 

S.HUT te r t angga l  26 Apr i l  2011  (Fo tocopy  

sesua i  dengan as l i n ya ) ;

34. Bukt i  P.34 : Kar tu  Tanda  Penduduk  

(KTP)  atas  nama Drs .  Xaxer i us  T.  Songmen 

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - -

35. Bukt i  P.35 : Kar tu  Tanda  Penduduk  

KTP atas  nama atas  nama Eksan  Heremba.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan as l i nya ) ; - - - -

36. Bukt i  P.36 :

Lampi ran  SK KPU Kab.  Boven Digoe l  

Tentang  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi lukada  Kab.  Boven  

Digoe l  Tahun  2010.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan Fotocopy ) ;

37. Bukt i  P.37 :

Sura t  dar i  Lembaga Bantuan  Hukum 

Angkatan  Muda Demokra t  Indones ia  Per iha l  

Pemi lukada  Kab.  Boven  Digoe l ,  te r t angga l  
78
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id29  September  2010  di tu j u kan  kepada  

MENDAGRI  (sura t  masuk  mela lu i  Sek jen  

Kemendagr i  tangga l  03  Januar i  2011) .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan as l i nya ) ;

38. Bukt i  P.38 :

Sura t  dar i  Lembaga  Bantuan  Hukum 

Angkatan  Muda Demokra t  Indones ia  Per iha l  

Pemi lukada  Kab.  Boven  Digoe l ,  te r t angga l  

29  September  2010  di tu j u kan  kepada  

MENDAGRI  (sura t  masuk  mela lu i  Di r j en  

Otda  tangga l  03 Januar i  2011) .  (Fo tocopy  

sesua i  dengan as l i n ya ) ;

39. Bukt i  P.39 :

Sura t  dar i  Kaukus  Papua d i  Par lemen RI  

(Rumah  Aspi ras i  Rakyat  Papua  dan  Papua 

Bara t )  No.  171/RUAS/- KPP/1 /2011  

Per iha l  :  Aspi ras i  Rakyat  Untuk  

Penye lesa ian  Pi l kada  Boven  Digoe l  

te r t angga l  11  Januar i  2011  yang  

di tu j u kan  kepada  MENDAGRI  (Fo tocopy  

sesua i  dengan as l i n ya ) ;

40. Bukt i  P.40 :

Sura t  dar i  Anton ius  Uweng Kandam (Sekwan 

Boven  Digoe l )  Per iha l  :  Penyampaian  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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43.  Bukt i ?. .

Mater i  Pers idangan  pada  PTUN Jayapura ,  

te r t angga l  02  Mei  2011  (Fo tocopy  sesua i  

dengan fo tocopy ) ;

41. Bukt i  P.41 : Buku  dengan  Judu l  

“Teor i  dan  Prak tek  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara”  Dr .  W.  Riawan  Tjandra  

SH. ,M.Humpenerb i t  Univers i t a s  Atma  Jaya  

Yogyakar ta  2010”  ha l  :  51.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan as l i n ya ) ; - - - - -

42. Bukt i  P.42 : Pasal  28  (D)  Undang-

Undang  Dasar  Negara  Republ i k  Indones ia  

Tahun  1945  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43. Bukt i  P.43 :

Pasal  2 ayat  (1 )  dan (2 )  Kete tapan  

Maje l i s  Permusyawara tan  Rakyat  RI  No.  

XI /MPR/1998  Tentang  Penye lengaraan  

Negara  Yang  Bers ih  Dan  Bebas  Dar i  

Korups i ,  Kolus i ,  Dan Nepot i sme  (Fo tocopy  

sesua i  dengan as l i n ya ) ;

44. Bukt i  P.44 :

Pasal  5 dan Pasal  3 ayat  (4 )  UU No.  28 

Tahun  1999  Tentang  Penye lengaraan  Negara  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

49 Tahun?. .

yang  Bers ih  Dan  Bebas  dar i  Korups i ,  

Kolus i ,  Dan  Nepot i sme  (Fo tocopy  sesua i  

dengan fo tocopy ) ;

45. Bukt i  P.45 :

Pasal  15 UU No.  39 Tahun 1999 Tentang  

Hak  Asas i  Manus ia .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan Fotocopy ) ;

46. Bukt i  P.46 :

Pasal  20 dan pasa l  109 ayat  (2 )  dan (4 )  

UU  No.  32  Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan fo tocopy ) ;

47. Bukt i  P.47 :

Pasal  58 UU No.  12 Tahun 2008 Tentang  

Perubahan  Kedua  atas  UU No.  32  Tahun 

2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan fo tocopy ) ;

48. Bukt i  P.48 :

Pasal  99 ayat  (2 )  dan (3 ) ,  Pasa l  100 

ayat  (2 )  dan  Pasal  102  Pera tu ran  

Pemer in tah  RI  No.  6  Tahun  2005  Tentang  

Pemi l i han ,  Pengesahan,  Pengangkatan ,  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  sebaga imana  te lah  diubah  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddengan  PP RI  No.  49  Tahun  Tahun  2008.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan as l i nya ) ;

49. Bukt i  P.49 :

Pasal  98 ayat  (1 ) ,  (2 ) ,  dan (3 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  RI  No.  49  Tahun  

2008 Tentang  Perubahan  Ket iga  atas  PP RI  

No.  6  Tahun  2005  Tentang  Pemi l i han ,  

Pengesahan,  Pengangkatan ,  dan 

Pemberhent i an  Kepala  daerah  dan  Waki l  

Kepala  daerah .  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ;

Menimbang,  bahwa  disamping  mengajukan  a la t -

a la t  bukt i  sura t  te r t u l i s  te rsebu t ,  para  Penggugat  

juga  te lah  mengajukan  7 ( tu j uh )  orang  saks i  d i  

pers idangan  yang  member ikan  kete rangannya  dibawah  

sumpah/ j an j i  yang  pada  pokoknya  menerangkan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Antonius  

Kemenong : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengetahu i  pendaf ta ran  Pemi lukada  

Boven Digoe l  tangga l  11 Apr i l  2010 dan keempat  

pasangan  mendaf ta r ,  namun saks i  t i dak  mel iha t  
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Bahwa  ?. .

secara  langsung ; - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  t i dak  mel iha t  keg ia tan / t ahapan  d i  

KPUD Boven Digoe l ,  dan tahu  ada Pelan t i k an  PPS 

di  KPUD Boven Digoe l ; - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  bahwa  pada  saat  

pembukaan  kampanye,  semua  pasangan  kand ida t  

had i r ,  kecua l i  ca lon  Bupat i  dar i  pasangan  

kand ida t  No.  uru t .  1,  yang  t i dak  had i r ; - - -

- Bahwa saks i  tahu  has i l  sementara   rekap i t u l a s i  

d i  KPUD Boven  Digoe l  t i dak  sesua i  dengan  

jumlah  penduduk  d i  d is t r i k  Mandobo dan d is t r i k  

Kou; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  bahwa  da lam  daf ta r  

sementara  te rsebu t ,  pero lehan  pasangan  No.  

uru t . 1  yang  mempero leh  suara  te rbanyak ,  dan  

tahu  has i l  pero lehan  yang  diumumkan o leh  KPUD 

Boven  Digoe l  yang  memenangkan  pasangan  No.  

uru t  1;

- Bahwa saks i  d ipe rban tukan  dan di tun j uk  sebaga i  

Kabag.  Perencanaan  d i  KPUD  Boven  Digoe l ,  

berdasarkan  sura t  iz i n  dar i  Dinas  Pendid i kan  

karena  saks i  ada lah  PNS  (guru ) ,  untuk  

melaksanakan  tugas  d i  KPU  Boven  
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Bahwa  ?. .

Digoe l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  bahwa  pada  saat  

pendaf ta ran  kand ida t  dibuka  saks i  ada dikan to r  

KPU Boven  Digoe l ,  dan  para  kand ida t  mendaf ta r  

t i dak  secara  bersamaan; - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  bahwa  para  Penggugat  

mendaf ta r  pada  tangga l  12  Apr i l  2010,  dan  

saks i  ada  saat  i t u  d i  kanto r  KPU  Boven  

Digoe l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mendengar  saat  memasuk i  tahap  

kampanye,  Ketua  KPU Boven  Digoe l  mengatakan  

“sede t i k pun  kami  t i dak  akan  berubah  dan  te tap  

mendukung  pasangan  No  uru t  .1 ” ,  padahal  

sebaga i  penye lenggara  Pemi lukada  KPU  Boven  

d igoe l  harus  

net ra l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  adanya  

peny impangan  dalam  pe laksanaan  

Pemi lukada ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -  

- Bahwa  saks i  mengatakan  bahwa  tahu  ada  

pengge lembungan  suara  dar i  data  pemi l i h  di  
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rekap  d i  KPU  Boven 

Digoe l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  t i dak  mengetahu i  apakah  pasangan  

No.  uru t .  1  leb ih  dahulu  mendaf ta r  di  KPU 

Boven  Digoe l  atau  sudah  ada 

pemanggi l an /penangkapan  te r l eb i h  dahulu  dar i  

p ihak  KPK;- - - - -

2. Sergius  Karokam 

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Bahwa  saks i  ada lah  karyawan  ke lapa  sawi t  d i  

d is t r i k  Ja i r ,  dan  mengetahu i  bahwa  yang  

te r l eb i h  dahulu  kampanye  di  d is t r i k  ja i r  

pasangan  No.  uru t .  2,  ya i t u  pada  tangga l  12  

Agustus  2010,  karena  saks i  had i r  pada  saat  

kampanye te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  s iapa  pera ih  

suara  te rbanyak  d i  d is t r i k  Ja i r ,  namun 

mengetahu i  bahwa pada  saat  pasangan  No.  uru t .  

1  kampanye  d i  d is t r i k  Ja i r ,  t imnya  te rd i r i  

dar i  Yesaya  Meras i ,  Ibu  Este r i na  ( i s t r i  

Bupat i )  Ketua  KPUD Boven  Digoe l  dan  yang  la i n  

saks i  t i dak  
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menyampai kan ?. .

kena l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  pernah  membuat  sura t  pernya taan  d i  

camp.  19  te r t angga l  13  Agustus  2010,  dan  is i  

dar i  sura t  te rsebu t  ada lah  bahwa     saks i  

mel iha t     send i r i   Ketua   KPU   Boven  

Digoe l  

menyampaikan  Vis i  dan  Mis i  untuk  pasangan  No.  

uru t .  1,  namun saks i  t i dak  mengetahu i  apa v is i  

dan  mis i  yang  disampaikan  oleh  Ketua  KPU 

Kabupaten  Boven Digoe l ; - - - - - - - - - -  

- Bahwa  saks i  pada  saat  datang  di tempat  

kampanye,  yang  sedang  oras i  Ketua  KPUD Boven  

Digoe l ,  te tap i  t i dak  mendengar  apa  yang  

d isampaikan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Johanis  Klani t  :

- Bahwa saks i  dahu lu  beker j a  sebaga i  pengawas d i  

Dinas  Pendid i kan  Boven 

Digoe l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Bahwa  saks i  benar  membuat  sura t  pernya taan  

te r t angga l  14  Apr i l  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa ?. .

- Bahwa  saks i  pernah  ber temu  dengan  Ketua  KPU 

Boven  Digoe l ,  Bagian  Hukum SETDA Boven  Digoe l  

pada  tangga l  14  Ju l i  2010  di ruang  tunggu  

Bandara  Sentan i ,  ‘ka tanya ’  akan  membawa berkas  

pasangan  No.  uru t .  1  ke  LP  Cinang  Jakar ta ,  

karena  ada  berkas  yang  harus  di tanda tangan i ,  

namun  t i dak  mel iha t  berkas  yang  

d imaksud; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  pernah  membicarakan  dengan  pak  

Yoak im  Iwangg in  bahwa  ada  sura t  dar i  Par ta i  

Demokra t ,   d imana pak  

Yusak  Yaluwo  boleh  iku t  Pemi lukada  d i  Boven  

Digoe l ; - - - - - - - - - - -

- Bahwa Kapas i t as  saks i  sebaga i  tokoh  masyaraka t  

Maluku  di  Boven  Digoe l  dan  juga  sebaga i  Badan  

Pengawas  Tim  Sukses  Para  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menyatakan ,  bahwa  kese lu ruhan  

tahapan  Pemi lukada  Boven  Digoe l  te l ah  

sa lah / ke l i r u  dan  sampai  saat  in i  Pemer in tahan  

d i  Boven  Digoe l  t i dak  ber ja l an ,  Sekda  ada  3,  

dan  Sekwan  ada 
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Bahwa ?. .

2; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Namun,  sete lah  d i  konf ron t i r  dengan  TERGUGAT 

I I  Sesuai  dengan  SK baru  Sekwan  lama  te lah  

d ibe rhen t i k an  dan  dimutas i kan ,  dan  yang  

ber fungs i  melaksanakan  adalah  Sekwan  Baru ,  

sedangkan  Sekda  Defen i t i f  be lum  ada  dan  yang  

melaksanakan  Pelaksana  Tugas  Sekda adalah  Sdr .  

Jhon  Eduard  

Panja i t an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  se la lu  member ikan  nasehat  kepada  

para  Penggugat ,  bahwa  Pemi lukada  harus  

ber ja l an  damai  dan  te r t i b ,  berasaskan  pr ins i p  

Langsung,  Umum,  Bebas,  dan  Rahas ia ,  dan  

menasehatkan  agar  t i dak  ada  Money  Pol i t i c ,  

menjaga  kete r t i b an  dan  keamanan  ser ta  bisa  

mener ima  keka lahan ,  te tap i  apabi l a  Pemi lukada  

d i l aksanakan  dengan Ju ju r  dan Adi l ;

4.  Antonius  Uweng Kandam :

- Bahwa saks i  tahu  Sura t  Ketua  KPU Boven  Digoe l  

yang  di tu j u kan  kepada  Ketua  DPRD Boven  Digoe l  

t i dak  di l amp i r i  dengan  dokumen  la i n  seper t i  

Risa lah  Sidang  dan  Par ta i  Pendukung  Calon  
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Pemi lukada ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  ada  ke jangga lan  di  DPRD Boven  Digoe l ,  

karena  t i dak  pernah  di l aksanakan  Rapat  

Par ipu rna  dalam rangka  Permi l ukada  in i ,  semua 

keg ia tan  Dewan  dia tu r  dalam  Tat i b  Dewan,  

karena  DPRD  mempunyai  kewenangan  untuk  

mengadakan  Rapat /S idang  

Par ipu rna ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa sura t  yang  di tu j u kan  kepada  Ketua  DPRD 

te rsebu t  te r l eb i h  dahulu  di te r ima  oleh  Sekwan,  

dan  bahwa  Sepengetahuan  saks i  sura t  te rsebu t  

te rgo long  sura t  pr ibad i ,  t i dak  mengandung  

et i ka  hukum,  sura t  b iasa  t i dak  per lu  sampai  

kepada  

Pres iden ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Namun,  sete lah  d ikon f ron t i r  dengan  TERGUGAT I I  

menyatakan  bahwa,  sura t  masuk  ke  Sekre ta r i a t ,  

d isana  akan  d i l i h a t  s i f a t  sura tnya ,  dan  pada  

saat  i t u  DPRD  menunggu  has i l  dar i  KPU 

Kabupaten  Boven  Digoe l ,  bersamaan  dengan  i t u  

ada  demo  masyaraka t  ber tepa tan  dengan  

d i t angkapnya  Sdr .  Yusak  Yaluwo  dan  d ibawa  ke  
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di j el askan ?. .

Jakar ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa  benar  t i dak  di l aksanakan  Par ipu rna ,  

te tap i  sura t  yang  berdasarkan    has i l    KPU 

Kabupaten  Boven Digoe l   sudah   d i rapa tkan   dan  

d ibe r i kan  kewenangan  kepada  Ketua  untuk  

membuat  sura t  

i t u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Di je l askan  juga  oleh  TERGUGAT  I I I ,  bahwa 

sesua i  dengan  atu ran  prosedurnya  adalah  has i l  

Pemi lukada  d isampaikan  o leh  KPUD ke  DPRD dan  

d i t e ruskan  kepada  Gubernur  kemudian  d i t e ruskan  

ke  Mendagr i  untuk  di te rb i t k an  SK-nya,  disana  

t i dak  di j e l a skan  harus  di l amp i r i  dengan  

dokumen- dokumen la i n  te rsebu t ,  seh ingga  sudah  

sesua i  dengan atu ran ; - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Demik ian  juga  dikon f ron t i r  dengan  TERGUGAT IV ,  

yang  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  MENDAGRI 

hanya  mener ima  usu lan  dan  mengesahkan  usu lan  

yang  d isampaikan ,  bi l a  ada  kebera tan -

kebera tan ,  maka akan  dikembal i kan  ke  Ins t i t u s i  

Awal ,  se lama  in i  t i dak  ada  yang  

kebera tan ; - - - - - - - - - - - - - -

90

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 90



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.  Amsel ?. .

- Bahwa  berdasarkan  SK  Mendagr i  Bupat i  te lah  

d ibe rhen t i k an  sebaga i  Bupat i  Boven  Digoe l ,  

sedangkan  Pelaksana  Tugas  Bupat i  t i dak  

d i l an t i k  seh ingga  SK  Bupat i  te rhadap  

pengant i an  jaba tan  t i dak  ber laku ,  SK Bupat i  

t i dak  dapat  membata lkan  SK Gubernur ;

5.  Carolus  Ninggan :

- Bahwa  saks i  mengetahu i  kampanye  pembukaan  

d i l apangan  Tr i ko ra  tanah  merah  dihad i r i  semua 

kand ida t  tangga l  10  Agustus  2010,  se la i n  ke-

empat  kand ida t  had i r  Ketua  KPUD, Panwaslu ,  dan  

Muspida  Kab.  Boven Digoe l ,  namun kurs i  ca lon  

Bupat i  kand ida t  No.  uru t .  1  kosong,  dan  d i i s i  

o leh  ketua  KPUD.

- Bahwa  Ketua  KPUD member ikan  sambutan  anta ra  

la i n  te rhadap  kurs i  kosong  karena  Calon  Bupat i  

No.  uru t .  1,  t i dak  ada  tap i  masyaraka t  jangan  

taku t  yang  bersangku tan  belum  ten tu  bersa lah  

dan  Pemi lukada  ber ja l an  sesua i  dengan  

jadwa l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Amsel  Mus K.  Kaipman :

- Bahwa  saks i  t i ngga l  d i  Jayapura  dan  ada  d i  
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Pi l kada  d i  KPU Kabupaten  Boven  Digoe l  tangga l  

8 dan 9 September  2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  kemudian  sek i t a r  jam  10.00  wi t  pag i  

proses  rekap  di  KPU Kabupaten  Boven  Digoe l ,  

namun  rekap i t u l a s i  t i dak  ada,  biasanya  ada  

kotak - kotak  suara  dar i  PPD,  kenya taannya  t i dak  

ada; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  dalam  proses  rekap i t u l a s i  d i  KPUD 

Kabupaten  Boven  Digoe l  pada  tangga l  8  dan  9 

September  2010,  yang  menonjo l  dan  mempero leh  

suara  te rbanyak  dalam  proses  te rsebu t  dar i  4 

(empat )  kand ida t  adalah  pasangan  No.  uru t .  

1; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Berth i  Somba :

- Bahwa  saks i  ada lah  anggota  Panwas  Kabupaten  

Boven  Digoe l  dan  ada  SK  dar i  

Bawaslu ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Bahwa  saks i  berada  pada  waktu  proses  

pendaf ta ran  dan  ada  di tempat ,  d isamping  i t u  

tahapan  proses  Pemi lukada  mula i  dar i  

pendaf ta ran  sampai  penca lonan  bermasa lah  
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Bahwa  ?. .

banyak  seka l i ; - - - - -

- Bahwa  has i l  perba i kan  t i dak  d ibe r i t a hukan  

kepada  Panwas,  dan  te lah  beker j a  sebaga i  

anggota  Panwas se jak  tahun  2007; -

- Bahwa  ket i ka  pleno  KPU saks i  d iundang  dan  

had i r  bersama  Ketua  Panwaslu ,  kemudian  pada  

saat  rekap i t u l a s i  ber tempat  di  SMP saks i  tahu ,  

dan kotak  suara  d ibawa dar i  set i ap  PPD;

- Bahwa rekap  d i  SMP di l akukan  pada  malam har i ,  

saks i  t i dak  lag i  d i tempat  karena  sudah  

ber tugas  s iang ,  kemudian  pada s iang  har i  saks i  

tahu  ada  yang  

pro tes ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  t i dak  pernah  mel iha t  is i  Putusan  

Mahkamah Konst i t u s i ;

- Bahwa  set i ap  keg ia tan  ver i f i k a s i  yang  

d i l akukan  o leh  KPU Kabupaten  Boven  Digoe l ,  

panwaslu  diundang; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa untuk   menguatkan   dal i l  -  

da l i l   Jawabannya,  Tergugat  I  te lah  mengajukan  ala t -

a la t  bukt i  sura t   te r t u l i s  berupa  fo tocopy  sura t -

sura t  yang  dibe r i  tanda  T. I . 1  –  T. I . 9 ,  yang  mana 

sura t - sura t  bukt i  te rsebu t  te lah  diber i  matera i  
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3.  Bukt i  ?. .

cukup  dan  te l ah  dicocokkan  dengan  as l i n ya  atau  

fo tocopynya ,  seh ingga  dapat  di j ad i kan  sebaga i  a la t  

bukt i  yang  sah,  bukt i - bukt i  sura t  te rsebu t  sebaga i  

ber i ku t  :

1. Bukt i  T. I . 1 :

Keputusan  Ketua  KPU Kab.  Boven  Digoe l  

No.  03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  Tentang  

Penetapan  Hasi l  dan  Calon  Terp i l i h  

PEMILUKADA Boven  Digoe l ,  te r t angga l  09 

September  2010  (Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T. I . 2 :

Ber i t a  acara  Rekapi t u l a s i  Hasi l  

Perh i t ungan  Suara  PEMILUKADA di t i n gka t  

Kabupaten  Oleh  Komis i  Pemi lhan  Umum 

Daerah  Boven  Digoe l .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan fo tocopy ) ;

3. Bukt i  T. I . 3 :

Cata tan  Pelaksanaan  Rekapi t u l a s i  Hasi l  

Perh i t ungan  Suara  Pemi l i han  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  d i  

Tingka t  Kabupaten .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  
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- - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T. I . 4 :

Rekapi t u l a s i  Jumlah  Pemi l i h  TPS dan 

Sura t  Suara  Pemi l i han  Umum  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  d i  

Tingka t  Kabupaten .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T. I . 5 :

Rekapi t u l a s i  Hasi l  Perh i t ungan  Suara  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  di  t i ngka t  Kabupaten .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T. I . 6 :

Tanda Ter ima  Ber i t a  Acara  dan 

Ser t i f i k a t  Rekapi t u l a s i  Perh i t ungan  

suara  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan fo tocopy ) ;

7. Bukt i  T. I . 7 :
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Dal am?. .

Kete tapan  Mahkamah Konst i t u s i  RI  No.  15 

Tahun  No.  172/PHPU.D- VI I I / 2010  Per iha l  

Permohonan  Perse l i s i h an  Tentang  Hasi l  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kab.  Boven  Digoe l .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan fo tocopy ) ;

8. Bukt i  T. I . 8 :

Pera tu ran  Mahkamah  Konst i t u s i  Republ i k  

Indones ia  No.  15  Tahun  2008  Tentang  

Pedoman  Beracara  Dalam  Perse l i s i h an  

Hasi l  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T. I . 9 :

Sura t  Edaran  Ketua  Mahkamah Agung 

Republ i k  Indones ia  te r t angga l  11  Mei  

2010  No.  07/Bua.6 /HS/SP/ /2010  Tentang  

Petun juk  Tekn is  Sengketa  Mengenai  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah .  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  TERGUGAT I I  te l ah  dibe r i  

kesempatan  o leh  Maje l i s  Hakim untuk  mengajukan  a la t -

a la t  bukt i  sura t  te r t u l i s  d i  pers idangan ,  te tap i  
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09 Sept ember  ?. .

TERGUGAT  I I  t i dak  menggunakan  haknya  untuk  

mengajukan  a la t - a la t  bukt i  sura t  

te r t u l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan   dal i l -

da l i l   Jawabannya,  Tergugat  I I I  te l ah  mengajukan  

a la t - ala t  bukt i  sura t  te r t u l i s  berupa  fo tocopy  

sura t - sura t  yang  diber i  tanda  T. I I I .  1  –  T. I I I .  4,  

yang  mana  sura t - sura t  bukt i  te rsebu t  te l ah  d ibe r i  

matera i  cukup   dan  te lah  d icocokkan  dengan  as l i nya  

atau  fo tocopynya ,  seh ingga  dapat  di j ad i kan  sebaga i  

a la t  bukt i  yang  sah,  bukt i - bukt i  sura t  te rsebu t  

sebaga i  

ber i ku t : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T. I I I . 1 : Sura t  Keputusan  

KPU Kabupaten  Boven  Digoe l  Nomor  :  

03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010 ,  Tentang  

Penetapan  Hasi l  dan  Calon  Terp i l i h  

Pemi l i han  Umum  Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  Boven  Digoe l  

Tahun  2010,  te r t angga l  

09  September  2010   (Fo tocopy  sesua i  

dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id2. Bukt i  T. I I I . 2 : Ber i t a  acara  

Rekapi t u l a s i  Hasi l  Perh i t ungan  Suara  

Pemi l i han  Umum  Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  d i  t i ngka t  

Kabupaten  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Boven  Digoe l ,  Model  DB-KWK 

tangga l  09  September  2010  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T. I I I . 3 : Sura t  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  

Boven  Digoe l  Nomor  :  01/DPRD-

BD/ IX /2010  Per iha l  Permohonan  SK 

Pengesahan  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Boven  Digoe l  

has i l  Pemi lukada  2010,  te r t angga l  14 

September  2010  (Fo tocopy  sesua i  

dengan fo tocopy ) ; - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T. I I I . 4 : Sura t  Gubernur  

Prov ins i  Papua  Nomor  :  130/3190 /SET,  

per iha l  Usul  Penetapan  Pengangkatan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  

Digoe l     masa    Jabatan     2010   – 

2015,  

98
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sur at - ?. .

te r t angga l  24  September  2010  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk   menguatkan   dal i l  -  

da l i l   Jawabannya,  Tergugat  IV  dan  TERGUGAT I I  

In te r vens i  te l ah  mengajukan  ala t - a la t  bukt i  sura t  

te r t u l i s  berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  d ibe r i  

tanda  T. IV .1=T . I I . I n t . 1  –  T. IV .19=T. I I . I n t . 1 9 ,  yang  

mana sura t - sura t  bukt i  te rsebu t  te lah  diber i  matera i  

cukup  dan  te l ah  dicocokkan  dengan  as l i n ya  atau  

fo tocopynya ,  seh ingga  dapat  di j ad i kan  sebaga i  a la t  

bukt i  yang  sah,  bukt i - bukt i  sura t  te rsebu t  sebaga i  

ber i ku t : -

1. Bukt i  T. IV .1=T . I I . I n t . 1  :  

Pasa l  3,  Pasa l  2,  Pasa l  

34,  dan  Pasal  109  Undang-

Undang  Nomor  :  32 Tahun  2004 

Tentang  Pemer in tahan  Daerah  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; -

2. Bukt i  T. IV .2=T . I I . I n t . 2 :

Pasa l  100,  Pasal  99 

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  6 

99
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daer ah?. .

Tahun  2005  ten tang  

Pemi l i han ,  Pengesahan  

Pengangkatan ,  Pemberhent i an  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah ,  sebaga imana  

yang  d iubah  te rakh i r  dengan  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  49 

Tahun  2008.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i ) ; - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T. IV .3=T . I I . I n t . 3 :

Pasa l  58 UU No.  12 Tahun 

2008  Tentang  Perubahan  Kedua 

UU No.  32 Tahun  2004  Tentang  

Pemer in tahan  Daerah .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T. IV .4=T . I I . I n t . 4 :

Radiogram  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  131.91 /3566 /SJ ,  

tangga l  31  Agustus  2010 

Per iha l  Penunjukan  

Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  

Boven  Digoe l  untuk  

melaksanakan  tugas  sehar i -

100
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id har i  sebaga i  Bupat i  Boven  

Digoe l  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

5. Bukt i  T. IV .5=T . I I . I n t . 5 :

Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kab.  Boven  

Digoe l  No.  03/KPTS/KPU/BD/  

IX /2010  tangga l  09  September  

2010  Tentang  Penetapan  Hasi l  

dan  Calon  Terp i l i h  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kab.  Boven 

Digoe l  Tahun  2010.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T. IV .6=T . I I . I n t . 6 :

Ber i t a  Acara  

Rekapi t u l a s i  Hasi l  

Perh i t ungan  Suara  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  di t i ngka t  

Kabupaten  oleh  Komis i  

101
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemi l i han?. .

Pemi l i han    Umum   Kabupaten  

Digoe l ,  te r t angga l  09 

September  2010.  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - -

7. Bukt i  T. IV .7=T . I I . I n t . 7 :

Kete tapan  Mahkamah 

Konst i t u s i  Nomor  :  

172/PHPU.D- VI I I / 2010  tangga l  

24  September  2010  per iha l  

Permohonan  Perse l i s i h an  

ten tang  Hasi l  

Pemi l i han   Umum   Kepala  

dan   Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  

Boven  Digoe l  Tahun  2010 

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

8. Bukt i  T. IV .8=T . I I . I n t . 8 :

Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  131.91- 792,  

102
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Tangga l  08  Oktober  Tahun 

2008  Tentang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Bupat i  Boven 

Digoe l  Prov ins i  Papua 

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

9. Bukt i  T. IV .9=T . I I . I n t . 9  :

Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.132.91 - 793  Tanggal  

08  Oktober  Tahun  2008 

Tentang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  

Pengangkatan  Waki l  Bupat i  

Boven  Digoe l  Prov ins i  Papua.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

10. Bukt i  T. IV .10=T. I I . I n t . 1 0  :

Sura t  Gubernur  Papua No.  

131/3411 /SET  tangga l  13 

Oktober  2010  Per iha l  I j i n  

Melan t i k  Bupat i /Wak i l  Bupat i  

Boven  Digoe l .  (Fo tocopy  

103
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupat en ?. .

sesua i  dengan as l i ) ;

11. Bukt i  T. IV .11=T. I I . I n t . 1 1  :  

Sura t  Ketua  Dewan Perwak i l an  

Rakyat  

Kabupaten    Boven    Digoe l  

Nomor :  

170/28 /DPRD-BD/2010,  tangga l  

20  Oktober  2010  yang  

d i t u j u kan  kepada  Ketua  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  

Tip i ko r  pada  Pengad i l an  

Neger i  Jakar ta  Pusat  Per iha l  

Pelan t i k an  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Boven  Digoe l  Tahun 

2010.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i ) ; - -

12. Bukt i  T. IV .12=T. I I . I n t . 1 2  :

Sura t  Ketua  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Kabupaten  

Boven  Digoe l  No.  

170/29 /DPRD-BD/2010  tangga l  

27  Oktober  2010  yang  

d i t u j u kan  kepada  Menter i  
104

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2011?. .

Dalam  Neger i  Per iha l  

Pelan t i k an  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Boven  Digoe l  Tahun 

2010.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bukt i  T. IV .13=T. I I . I n t . 1 3  :

Sura t  Ketua  Pengadi l an  

Tingg i  Jakar ta  No.  

W10.U/2238  /  

4638/HK.01 .X I . 2010  

tangga l  19  November  2010 

Per iha l  mohon i j i n  bag i  Sdr .  

Yusak  Yaluwo. ,SH.M.S i ,  

mengiku t i  Pelan t i kan  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - -

14. Bukt i  T. IV .14=T. I I . I n t . 1 4  :

Sura t  Menter i  Hukum dan  HAM 

RI  No.  M.HH.PK.05 .04 - 02 

tangga l  14 Januar i  

2011   yang   d i t u j u kan  

kepada    Ketua  
105
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Dewan  Perwak i l an  Rakyat  

Daerah  Kabupaten  Boven 

Digoe l  Per iha l  I j i n  ke lua r  

Sdr .  Yusak  Yaluwo  untuk  

mengiku t i  pe lan t i k an  sebaga i  

Bupat i  Kab.  Boven  Digoe l  

per iode  Tahun  2010  –  2015.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ;

15. Bukt i  T. IV .15=T. I I . I n t . 1 5  :

Sura t  Gubernur  Prov ins i  

Papua  No.  131/241 /SET 

tangga l  02  Februar i  2011 

yang  d i t u j u kan  kepada  

Mahkamah Agung  Per iha l  Mohon 

I j i n  bagi  Sdr .  Yusak  Yaluwo  

SH. ,MSi  untuk  dapat  

mengiku t i  Pelan t i kan  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  Boven 

Digoe l  masa  jaba tan  2010  – 

2015.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i n ya ) ;

16. Bukt i  T. IV .16=T. I I . I n t . 1 6  :

Sura t  Ketua  Pidana  

Khusus  Mahkamah 
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dengan ?. .

Agung  RI  Nomor  :  

04/KM/Pid . sus /  

HK/04/2011 /182 ,  tangga l  21 

Februar i  2011  yang  di tu j u kan  

kepada  Gubernur  Prov ins i  

Papua  Per iha l  Mohon  I j i n  

bag i  Sdr .  Yusak  Yaluwo,  

SH. ,MSi  untuk  mengiku t i  

pe lan t i k an .  (Fo tocopy  sesua i  

dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

17. Bukt i  T. IV .17=T. I I . I n t . 1 7  :

Sura t  Ketua  Mahkamah 

Agung  No.  

035/KMA/HK.01 / I I I / 2 011 ,  

Tangga l  02  Maret  yang  

d i t u j u kan  kepada  Menter i  

Dalam Neger i  Per iha l  Member i  

I j i n / Pembanta ran  kepada  Sdr .  

Yusak  Yaluwo  SH. ,MSi  untuk  

mengiku t i  Pelan t i kan  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  Boven 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Digoe l  masa  Jabatan  2010  – 

2015  pada  har i  Senin  tangga l  

07  Maret  di  Kementer i an  

Dalam  Neger i .  (Fo tocopy  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bukt i  T. IV .18=T. I I . I n t . 1 8  :

Sura t  Gubernur  Prov ins i  

Papua  No.  131/581 /SET 

Tangga l  07  Maret  2011  yang  

d i t u j u kan  kepada  Menter i  

Dalam  Neger i  Per iha l  Usul  

Pemberhent i an  Sementara  

Bupat i  Boven  Digoe l .  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i ) ; - - - - - - - - - -

19. Bukt i  T. IV .19=T. I I . I n t . 1 9  :

Keputusan  Menter i  Dalam 

Neger i  No.  131.91- 157  Tahun 

2011  Tangga l  07  Maret  2011  

Tentang  Pemberhent i an  

Sementara  Bupat i  Boven 

Digoe l  Prov ins i  Papua.  

(Fo tocopy  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20.  Bukt i  ?. .

- - - - - - - -

20. Bukt i  T. IV .20=T. I I . I n t . 2 0  :

Sura t  Menter i   Dalam 

Neger i  Nomor :  

131.91 /578 /SJ ,  tangga l  28 

Februar i  2011  yang  di tu j u kan  

kepada  Ketua  Mahkamah  Agung 

RI  Tentang  Pembantaran  

te rhadap  Sdr .  YUsak  Yaluwo  

SH. ,MSi  Bupat i  Boven  Digoe l  

Terp i l i h  masa jaba tan  2010  – 

2015.  (Fo tocopy  sesua i  

dengan as l i n ya ) ; - - - - - -

Menimbang,  bahwa para  TERGUGAT dan  TERGUGAT 

I I  In te r vens i ,  walaupun  te l ah  dibe r i kan  kesempatan  

unutk  mengajukan  saks i  o leh  Maje l i s  Hakim,  namun 

para  TERGUGAT dan  TERGUGAT I I  In te r vens i  t i dak  

menggunakan  haknya  untuk  mengajukan  dan menghadi r kan  

saks i  dalam pers idangan ;

Menimbang,  bahwa  para  pihak  te lah  diber i  

kesempatan  untuk  mengajukan  kes impu lannya  masing-

masing ,  untuk  i t u  para  Penggugat  dan  TERGUGAT I I I  
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Meni mbang,  ?. .

te lah  mengajukan  kes impu lannya  pada  tangga l  26  Mei  

2011,  sedangkan  TERGUGAT I  menyampaikan  kes impu lan  

secara  l i san  dipers i dangan ,  dan  TERGUGAT I I ,  

TERGUGAT IV  dan  TERGUGAT I I  In te r vens i  t i dak  

mengajukan  Kes impu lan ; - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  mempers ingka t  

Putusan  in i  sega la  sesuatu  yang  te rmuat  dalam ber i t a  

acara  pers idangan  merupakan  bagian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dar i  putusan  in i  ; - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  para  p ihak  menyatakan  

t i dak  ada  lag i  yang  d ikemukakan  dan  se lan ju t nya  

mohon  putusan  dalam  perka ra  in i ,  o leh  karena  i t u  

Maje l i s  Hakim  te lah  dapat  mengambi l  keputusan  

berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  hukum 

sebaga imana  diu ra i kan  dibawah  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - TENTANG PERTIMBANGAN 

HUKUMNYA- - - - - - - - - - - - - - -

DALAM 

EKSEPSI  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa Tergugat   I ,  Tergugat  I I I  
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t ent ang?. .
dan  Tergugat  IV  maupun Tergugat  I I  In te r vens i  te lah  

mengajukan  ekseps i  dalam  Jawabannya  masing- masing  

te r t angga l  28  Maret  2011,  sedangkan  Tergugat  I I  

mengajukan  ekseps i  secara  l i san  pada  pers idangan  

tangga l  28  Maret  2011,  yang  sudah  di r i ngkas  masing-

masing  pada  pokoknya  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . Ekseps i  Tergugat  

I  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa sesua i  dengan  Pasal  2  huru f  g  UU Nomor  5 

Tahun 1986  jo  UU Nomor  9 Tahun 2004  jo  UU Nomor  

51  Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  menyatakan  bahwa  “Keputusan- keputusan  

atau  kete tapan- kete tapan  yang  di te rb i t k an  oleh  

Komis i  Pemi l i han  Umum di t i ngka t  Pusat  maupun 

d i t i n gka t  Daerah  mengenai  has i l  Pemi l i han  Umum, 

t i dak  dapat  d iguga t  di  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Hal  te rsebu t  sebaga imana  te l ah  d ipe r j e l a s  dalam 

SEMA Republ i k  Indones ia  tangga l  11  Mei  2010  

Nomor  :  07/Bua.6 /hs / sp /V /2010  ten tang  Petun juk  

Tekn is  Sengketa  Mengenai  Pemi l i han  Umum Kepala  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idDaerah  (P i l k ada ) ,  maka  apab i l a  keputusan-

keputusan  be lum  atau  t i dak  merupakan  has i l  

pemi l i han  umum maka ha l  te rsebu t  te tap  menjad i  

kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  unutuk  

memer iksa  dan 

mengadi l i n ya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa sesua i  dengan  Pasal  55  UU Nomor  5  Tahun  

1986  Jo.  UU Nomor  9 Tahun  2004  Jo.  UU Nomor  51 

Tahun  2009  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

maka gugatan  yang  d ia jukan  o leh  pihak  Penggugat  

te lah  melampaui  tenggang  waktu  90  (Sembi lan  

puluh )  har i ,  te rh i t u ng  pada saat  Sura t  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Boven  Digoe l  

Nomor  :  03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  tangga l  9 

September  2010; - - - - - - - - - - - - -

I I . Ekseps i  Tergugat  

I I  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

“Bahwa  berdasarkan  atu ran  yang  ada  te rhadap  

has i l  Pemi lukada  yang  sudah  d i t e t apkan  oleh  KPU 

Kabupaten  Boven Digoe l  maka DPRD Kabupaten  Boven  

Digoe l  mempunyai  kewaj i ban  atau  kewenangan untuk  

member ikan  rekomendas i  kepada  Gubernur  Prov ins i  

Papua  untuk  d i t e ruskan  kepada  Menter i  Dalam 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t anggal ?. .
Neger i ,  untuk   mendapat   pengesahan  

pengangkatan   bag i   Bupat i   dan 

Waki l    Bupat i    te rp i l i h   d i  Kabupaten   Boven  

Digoe l ” ( v i d e  ber i t a  

acara  tangga l  28  Maret  

2011) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I I . Ekseps i  Tergugat  

I I I  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

1. Kewenangan 

Mengadi l i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

a. Bahwa  ob jek   gugatan  Tergugat   I I I   Nomor  :  

130/3190 /SET,

tangga l  24  September  2010  ada lah  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  yang  te rka i t  era t  

dan  merupakan  proses  admin is t r a s i  sebaga i  

t i ndak  lan ju t  merupakan  satu  kesatuan  dar i  

Keputusan  KPU Kabupaten  Boven  Digoe l  mengenai  

penetapan  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  te rp i l i h  sebaga i  has i l  Pemi lukada  d i  

Kabupaten  Boven  Digoe l  sebaga imana  d imaksud  

dalam  Pasal  2  huru f  (g )  UU Nomor  :  5  Tahun  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id1986  Jo.  UU  Nomor  :  9  Tahun  

2004; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa has i l  Pemi lukada  Kabupaten  Boven  Digoe l  

merupakan  has i l  dar i  pemi l i han  yang  bers i f a t  

umum,  seh ingga  te rmasuk  pengecua l i an  

sebaga imana  dimaksud  dalam Pasal  2  huru f  (g )  

UU Nomor  :  5  Tahun  1986  Jo.  UU Nomor  :  9 

Tahun  2004,  yang  t i dak  dapat  d iguga t  di  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ; - - - - -

2. Objek  

Gugatan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Berdasarkan  Pasal  1  angka  (3 )  dan  

Penje lasannya  UU No.  5 Tahun  1986  Jo.  Pasa l  1  

angka  (9 )  UU No.  51  Tahun  2009,  sa lah  satu  

unsur  dar i  Keputusan  Tata  Usaha Negara  ada lah  

“ f i na l ” .  Fina l  ar t i n ya  sudah  def i n i t i f  atau  

karenanya  dapat  menimbulkan    ak iba t  

hukum.    Keputusan     yang    masih  

memer lukan   perse tu j uan   ins tans i   atasan  

atau   ins tans i   la i n  

belum  bers i f a t  f i na l ,  karenanya  belum  dapat  

menimbulkan  suatu  hak  atau  kewaj i ban  pada  

p ihak  yang  bersangku tan ,  umpamanya  keputusan  
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Kepegawai an ?. .

pengangkatan  seorang  pegawai  neger i  

memer lukan   perse tu j uan   dar i    Badan 

Admin is t r a s i  

Kepegawaian  

Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

b. Bahwa  sura t  Tergugat  I I I  sebaga i  ob jek  

gugatan ,  ya i t u  Sura t  No.  130/3190/SET  tangga l  

24  September  2010,  merupakan  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  be lum  f i na l  dan  ten tunya  

belum  menimbulkan  ak iba t  hukum ya i t u  adanya  

hak  dan  kewaj i ban  bag i  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  te rp i l i h  kabupaten  Boven  Digoe l .  Sura t  

Tergugat  I I I  in i  merupakan  sura t  usu lan  

Pengesahan  dan  Pengangkatan  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Boven  Digoe l  te rp i l i h  ke  Mendagr i  

sebaga i  has i l  Pemi lukada  kabupaten  Boven  

Digoe l  untuk  Jabatan  Tahun  2010- 2015.  

Selan ju t nya  sesua i  keten tuan  hukum,  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  te rp i l i h  yang  

d iusu l  dengan  Sura t  Usulan  Tergugat  I I I  

te rsebu t  diangka t  dengan  Keputusan  Menter i  

Dalam 
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J ayapur a?. .

Neger i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Atas  ura ian  te rsebu t  d ia tas  maka je l as  secara  

hukum Sura t  Gubernur  No.  130/3190/SET  tangga l  

24  September  2010  t i dak  bisa  menjad i  objek  

gugatan  karena  belum “ f i na l ” ; - - - - - - - - - - - - - - -

IV . Ekseps i  Tergugat  IV  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Kompetens i  

Rela t i f  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

a. Bahwa  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

t i dak  berkompeten  memer iksa  dan  Mengadi l i  

perkara  aquo  te rka i t  dengan  ob jek  gugatan  

yang di te rb i t k an  oleh  Tergugat  IV ; - - - - -

b. Bahwa  para  Penggugat  mengajukan  dan 

memasukkan  Tergugat  IV  sebaga i  p ihak  di  

Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  ada lah  te rkesan  dipaksakan ,  supaya  

gugatan  atas  perkara  in i  dapat  diper i k sa  di  

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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secar a ?. .

c. Bahwa  adapun  dimasukkan  para  Tergugat  yang  

la i n  dalam  ha l  in i  KPU  Kabupaten  Boven  

Digoe l ,  DPRD  Kabupaten  Boven  Digoe l  dan  

Gubernur  Prov ins i  Papua  adalah  t i dak  tepa t  

dengan  alasan  bahwa  objek  gugatan  te rsebu t  

belum  memenuhi  unsur  dar i  keten tuan  Pasal  1 

angka  3  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  

Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ; - - - - - - - - - - -

d. Bahwa Menter i  Dalam Neger i  d imasukkan  sebaga i  

Tergugat  IV  da lam  perkara  aquo  secara  

kompetens i  re la t i f  berdasarkan  keten tuan  

d ia tas ,  maka  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  t i dak  berwenang  untuk  memer iksa ,  

mengadi l i  dan  memutus  atas  perka ra  aquo,  

karena  kedudukan  Menter i  Dalam Neger i  berada  

d i  Jakar ta ,  seh ingga  yang  berwenang  untuk  

memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  atas  perkara  

aquo  te rsebu t  ada lah  Pengadi l an  Tata  Usaha 

Negara  Jakar ta ; - - - - - - - -

e. Bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  54 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  menyatakan  bahwa 
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kepada  Pengadi l an  yang  berwenang  yang  daerah  

hukumnya   mel ipu t i   tempat   kedudukan  

te rguga t ” ,   pasa l  in i  

secara  je l as  menyatakan  ten tang  penga juan  

gugatan  in i  d i  tempat  kedudukan  Tergugat ,  

seh ingga  dapat  d inya takan  bahwa  gugatan  para  

Penggugat  dalam perkara  aquo  yang  d ia jukan  d i  

Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  ada lah  

t i dak  tepa t  karena  kedudukan  atau  domis i l i  

Tergugat  IV  ada lah  di  

Jakar ta ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Gugatan  Para  Penggugat  Kabur /T idak  Je las  

(obscuur  Libe l s ) ; - - - - -

a. Bahwa  para  Penggugat  leb ih  banyak  

mencer i t a kan  proses  penca lonanan ,  pada  saat  

penca lonan  sampai  pelaksanaan  Pemi lukada  

Kabupaten  Boven  Digoe l  Tahun  2010  yang  

semuanya  merupakan  kewenangan  dar i  KPU 

Kabupaten  Boven 

Digoe l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Bahwa  proses  pemi l i han  Kepala  Daerah  te l ah  
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t et api  ?. .

di t i n dak  lan ju t i  o leh  KPUD Kabupaten  Boven  

Digoe l  dengan  mengeluarkan  keputusannya  dan  

mengi r imkan  sura t  kepada  DPRD Kabupaten  Boven  

Digoe l .  Dapat  dinya takan  bahwa  secara  

kese lu ruhan  para  Penggugat  mempermasalahkan  

proses  penerb i t an  penetapan  KPUD Kabupaten  

Boven  Digoe l  yang  t i dak  memenuhi  kua l i f i k a s i ,  

sementara  t i dak l ah  tepa t  apabi l a  

penerb i t an  objek  gugatan  aquo  oleh  Tergugat  

IV  d ika i t k an  dengan  permasa lahan  yang  te r j ad i  

se lama  pemi l i han  Kepala  Daerah ,  seh ingga  

t i dak  bera lasan  hukum  apab i l a  yang  

d isampaikan  atau  dipe rmasa lahkan  para  

Penggugat  ada lah  proses   pemi l i han   Kepala  

Daerah   dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  

te tap i  yang  d iguga t  o leh  para  Penggugat  

ada lah  Keputusan  Mendagr i  ten tang  Pengesahan  

Pemberhent i an  dan  Pengesahan  Pengangkatan  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  yang  

penerb i t annya  te l ah  sesua i  dan  sudah  memenuhi  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - -

c . Bahwa  para  Penggugat  dalam  pos i t anya  

mencer i t a kan  ten tang  proses  pemi lukada  d i  
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2011?. .

Kabupaten  Boven  Digoe l ,  namun  dalam 

pet i t umnya  para  Penggugat  memohon  untuk  

membata lkan  objek  gugatan  aquo,  seh ingga  

dal i l  para  Penggugat  dalam gugatan  aquo  hanya  

membukt i kan  bahwa  gugatan  para  Penggugat  

kabur  (obscuur  Libe l ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Jawaban  dan 

Ekseps i  Tergugat  I ,  Tergugat  I I I ,  Tergugat  IV  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  te r t angga l  28  Maret  2011  

maupun  Jawaban  dan  Ekseps i  Tergugat  I I  yang  

d isampaikan  secara  l i san  dipers i dangan  te r t angga l  28  

Maret  2011  sebaga imana  te rsebu t  dia tas ,  maka  para  

Penggugat  te l ah  menanggap inya  da lam  Repl i k  

te r t angga l  11  Apr i l  2011  yang  pada  pokoknya  

membantah  da l i l - da l i l  Jawaban  dan  Ekseps i  dar i  para  

Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i , y ang  is i  

se lengkapnya  te rmuat  dalam Ber i t a  Acara  Pers idangan  

dan  merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  

putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  Repl i k  dar i  para  

Penggugat ,  para  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

masing- masing  te l ah  mengajukan  Dupl i k  secara  

te r t u l i s  dipe rs i dangan  pada  tangga l  18  Apr i l  2011  
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2.  Bahwa?. .

yang  pada  pokoknya  te tap  pada  Jawaban  dan  

Ekseps inya ,  yang  is i  se lengkapnya  te rmuat  dalam 

Ber i t a  Acara  Pers idangan  dan  merupakan  bagian  yang  

t i dak  te rp i sahkan  dengan putusan  in i ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim 

memer iksa  pokok  perkara  te r l eb i h  dahulu  akan  

d ipe r t imbangkan  ten tang  Ekseps i  dar i  para  Tergugat  

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa ekseps i  yang  d ia jukan  oleh  

para  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  d ia tas  

te rnya ta  ada  mengenai  ekseps i  ten tang  kewenangan  

abso lu t ,  kewenangan  re la t i f  pengad i l an  dan  ekseps i  

la i n - la i n ,  sebaga imana  d ia tu r  da lam Pasal  77 Undang-

Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l - da l i l  

ekseps i  para  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

te rsebu t  d ia tas  yang  te rmuat  da lam  Jawaban,  maka 

Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Sesuai  dengan  keten tuan  Pasal  2  huru f  
121

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 121



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id(g )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  menyatakan  bahwa 

“ t i dak  te rmasuk  da lam  penger t i a n  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  menuru t  undang- undang  in i  

ada lah  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum baik  

d ipusa t  maupun  d idaerah  mengenai  has i l  

pemi l i han  

umum”; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa Maje l i s  Hakim meni la i  bahwa te lah  je l as  

berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  in i ,  semua  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum mengenai  has i l  pemi l i han  umum 

bukan  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  dapat  digugat  di  Perad i l an  Tata  usaha  

Negara ,  sebaga imana  juga  te l ah  d ipe r j e l a s  

dalam  Sura t  Edaran  Mahkamah  Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor  07  Tahun  2010  tangga l  11  Mei  

2010  ten tang  Petun juk  Tekn is  Sengketa  

Mengenai  Pemi l i han  Umum  Kepala  Daerah  

(PILKADA) ,  dan  j i ka  d ice rmat i  keten tuan  Pasal  

2  huru f  (g )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Jo.  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  secara  

tegas  dan  eksp l i s i t  menyebutkan  “ hasi l  
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Nomor ?. .

pemil ihan  umum”,  ha l  mana  menunjukkan  bahwa 

yang  di tu j u  ada lah  keputusan  yang  ber i s i  

has i l  pemi l i han  umum sesudah  melewat i  tahap  

pemungutan  suara  dan  yang  di l an j u t k an  dengan  

pengh i t ungan  

suara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

3. Bahwa  Dengan  demik ian  objek  sengketa  aquo  

yang  d ike lua rkan  oleh  Tergugat  I ,  ya i t u  Sura t  

Keputusan  Nomor  :  03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  

tangga l  09  September  2010  ten tang  Penetapan  

Hasi l  dan  Calon  Terp i l i h  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Boven  Digoe l  Tahun  2010,  (v ide  

bukt i  P.11=T. I . 1=T . I I I . 1 =T . IV . 5=T . I I . I n t - 5) ,  

merupakan  sura t  keputusan  yang  te rmasuk  dalam 

Pasal  2 Huru f  (g )  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 

1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  yang  

t i dak  dapat  d iguga t  di  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ; - - - - - - - - -

4. Bahwa  Oleh  sebab  i t u  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  Tergugat  I  da lam  ha l  in i  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Boven  Digoe l  

t i dak  bisa  d imasukkan  sebaga i  p ihak  Tergugat  
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Kabupat en/ ?. .

dalam  perka ra  aquo,  berdasarkan  sura t  

keputusan  yang  d ike lua rkannya  mengenai  has i l  

pemi l i han  umum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  da lam  keten tuan  Pasal  1  angka  (3 )  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Pasal  1 

angka  (9 )  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

menyebutkan  bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  “sua tu  penetapan  te r t u l i s  yang  

d ike lua rkan  oleh  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara  yang  ber i s i k an  t i ndakan  hukum 

ta ta  usaha  negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ,  yang  

bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  f i na l  yang  

menimbulkan  ak iba t  hukum bagi  seseorang  atau  

badan  hukum 

perda ta ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bahwa sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  109  ayat  

(4 )  Undang- Undang Nomor  32 Tahun  2004  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah  menyebutkan  :  “ Pasangan  

ca lon  bupat i  dan  waki l  bupat i  atau  Wal iko ta  

dan  Waki l  Wal iko ta  d iusu l kan  oleh  DPRD 

kabupaten /ko ta ,  se lambat - lambatnya  dalam  

waktu  3  ( t i ga )  har i ,  kepada  Menter i  Dalam 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idNeger i  mela lu i  Gubernur  berdasarkan  ber i t a  

acara  penetapan  pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  

KPU  kabupaten /ko ta  untuk  mendapatkan  

pengesahan  

pengangkatan ” ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  keten tuan  te rsebu t  dia tas  d ipe r t egas  

lag i  dalam  Pasal  99  ayat  (2 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  Tentang  

Pemi l i han ,  Pengesahan  Pengangkatan ,  dan  

Pemberhent i an  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  menyebutkan  :  ” DPRD Kabupaten /Ko ta  

mengusu lkan  Pasangan  Calon  Bupat i /Wak i l  

Bupat i  atau  Pasangan  Calon  Wal iko ta /Wak i l  

Wal iko ta  Terp i l i h ,  se lambat - lambatnya  dalam  

waktu  3  ( t i ga )  har i  kepada  Menter i  Dalam 

Neger i  mela lu i  Gubernur  berdasarkan  ber i t a  

acara  penetapan  pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  

KPUD  kabupaten /ko ta  dan  di l engkap i  berkas  

pemi l i han  untuk  mendapatkan  pengesahan  

pengangkatan ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  dia tas  

j i ka  dihubungkan  dengan  keten tun  Pasal  1 

angka  (3 )  Undang- undang   Nomor  5  Tahun  1986  
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( konkr i t )  ?. .

di dasar kan?. .

Jo.  Pasa l  1  angka  (9 )  Undang- undang   Nomor  9 

Tahun  2004,  Maje l i s  Hakim meni la i  bahwa objek  

sengketa  yang  di te rb i t k an  o leh  Tergugat  I I  

dan  Tergugat  I I I  be lum memenuhi  unsur  f i na l ,  

karena  s i f a t  sura t  te rsebu t  berupa  sura t  

Permohonan  untuk  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  

Pengesahan  dan  Pengangkatan  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kab.  Boven Digoe l ; - - - - - - - -

9. Bahwa  dar i  ura ian  te rsebu t  d ia tas  dapat  

d is impu l kan  bahwa  suatu  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  harus  ber i s i  t i ndakan  hukum ta ta  usaha  

negara ,  yang  berwu jud  keputusan  te r t u l i s  

(konkr i t ) ,  te r t en tu  alamat  yang  di tu j u  

( i nd i v i dua l )  dan  sudah  dapat  di l aksanakan  

tanpa  perse tu j uan  ins tans i  atasan  atau  

ins tans i  la i n  lag i  ( f i na l ) ;  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  suatu  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  harus  memenuhi  3  ( t i ga )  unsur  

kumula t i f  atau  syara t  dar i  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  ya i t u  harus  bers i fa t  

konkr i t ,  Indiv idua l  dan f ina l . ; - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  dengan  demik ian  ob jek  sengketa  aquo  

yang  d ike lua rkan  oleh  Tergugat  I I  dan  

Tergugat  I I I ,  ya i t u  Sura t  Dewan  Perwak i l an  

Rakyat  Daerah  Kabupaten  Boven  Digoe l  Nomor  :  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id01/DPRD-BD/ IX /2010  tangga l  14  September  2010  

per iha l  Permohonan  Sura t  Keputusan  Pengesahan  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Boven  Digoe l  Hasi l  Pemi lukada  2010  

(v ide  bukt i  P.12=T. I I I . 3 ) ,  dan  Sura t  Gubernur  

Prov ins i  Papua  Nomor:  130/3190 /SET  tangga l  24 

September  2010  yang  d i t u j ukan  kepada  Menter i  

Dalam  Neger i  per iha l  Usul  Penetapan  

Pengangkatan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Boven  Digoe l  Masa Jabatan  2010- 2015  

(v ide  bukt i  T. I I I . 4 ) ,  bukan  merupakan  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  karena  t i dak  atau  

belum  memenuhi  sa lah  satu  unsur  kumula t i f  

dar i  suatu  bentuk  Keputusan  Tata  Usaha Negara  

ya i t u  bers i fa t  f ina l ,  d imana  Sura t  DPRD 

Kabupaten  Boven  Digoe l  dan  Sura t   Gubernur  

Prov ins i  Papua  te rsebu t  masih  berupa  sura t  

permohonan  pengesahan  dan  usu l  penetapan  

pengangkatan ,  yang  mana  sura t  dar i  DPRD 

Kabupaten  Boven  Digoe l  te rsebu t  d idasarkan  

pada  Keputusan  KPU Kabupaten  Boven  Digoe l  

Nomor  :  03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  tangga l  09 

September  2010,  yang  di rekomendas ikan  kepada  

Gubernur  Prov ins i  Papua  untuk  di te ruskan  

kepada  Menter i  Dalam Neger i  guna  mendapatkan  
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bi sa ?. .

Pengesahan,  Pengangkatan ,  berdasarkan  ber i t a  

acara  penetapan  pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  

KPU kabupaten  Boven  Digoe l ,  seh ingga  Maje l i s  

Hakim meni la i  bahwa objek  sengketa  aquo  masih  

memer lukan  perse tu j uan  ins tans i  atasan  atau  

ins tans i  la i nnya  dalam ha l  in i  Menter i  Dalam 

Neger i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa  oleh  sebab  i t u  unsur  f ina l  dar i  

keputusan  in i  berada  pada  Menter i  Dalam 

Neger i  bukan  pada  Tergugat  I I  dan  Tergugat  

I I I  da lam hal  in i  DPRD Kabupaten  Boven  Digoe l  

dan  Gubernur  Prov ins i  Papua  (v ide  Pasal  109  

ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  

Tentang  Pemer in tahan  Daerah  yang  

menyebutkan  :  “ Pasangan  ca lon  bupat i  dan  

waki l  bupat i  atau  wal i ko ta  dan  waki l  wal i ko ta  

d iusu l kan  o leh  DPRD kabupaten /ko ta ,  se lambat -

lambatnya  dalam  waktu  3  ( t i ga )  har i ,  kepada  

Menter i  Dalam  Neger i  mela lu i  Gubernur  

berdasarkan  ber i t a  acara  penetapan  pasangan  

ca lon  te rp i l i h  dar i  KPU kabupaten / ko ta  untuk  

mendapatkan  pengesahan  

pengangkatan ” ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa Berdasarkan  ura ian  d ia tas  Maje l i s  Hakim 
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Per waki l an ?. .

berpendapat  bahwa  Tergugat  I I  dan  Tergugat  

I I I ,  da lam  hal  in i  DPRD Kabupaten  Boven  

Digoe l  dan  Gubernur  Prov ins i  Papua juga  t i dak  

b isa  dimasukkan  sebaga i  p ihak  Tergugat  da lam 

perkara  aquo,  karena  ob jek  sengketa  yang  

d iguga t  masih  memer lukan  perse tu j uan  ins tans i  

atasan  seh ingga  belum f i na l ,  seharusnya  Sura t  

Keputusan  Mendagr i  sa ja  yang  diguga t  dan  

d i j ad i kan  sebaga i  ob jek  sengketa  karena  te lah  

f i na l  dan  te l ah  memenuhi  se lu ruh  unsur  

kumula t i f  dar i  suatu  bentuk  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  (v i de  Pasal  1  angka  (3 )  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Pasa l  1  angka  

(9 )  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004 Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  hukum  te rsebu t  dia tas ,  maka  Maje l i s  

Hakim berpendapat  bahwa Tergugat  I ,  Tergugat  I I  dan  

Tergugat  I I I  t i dak  bisa  d imasukkan  sebaga i  p ihak  

Tergugat  dalam  perkara  aquo,  disebabkan  ob jek  

sengketa  dar i  Tergugat  I  ya i t u  Sura t  Keputusan  Nomor  

:  03/KPTS/KPU/BD/ IX /2010  tangga l  09  September  2010  

ten tang  Penetapan  Hasi l  dan Calon  Terp i l i h  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  
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yang  te rmasuk  da lam Pasal  2 Huruf  (g )  Undang- Undang 

Nomor 5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor :  9 Tahun 

2004 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  yang  t i dak  

dapat  d iguga t  di  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

seh ingga  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  t idak  

berwenang secara  kompetensi  absolut  untuk  mengadi l i  

ob jek  sengketa  aquo.  Kemudian  objek  sengketa  dar i  

Tergugat  I I  dan  Tergugat  I I I  ya i t u  Sura t  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Boven  Digoe l  

Nomor  :  01/DPRD-BD/IX /2010  tangga l  14 September  2010  

per iha l  Permohonan  Sura t  Keputusan  Pengesahan  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Boven  

Digoe l  Hasi l  Pemi lukada  2010,  dan  Sura t  Gubernur  

Prov ins i  Papua  Nomor:  130/3190 /SET  tangga l  24 

September  2010  per iha l  Usul  Penetapan  Pengangkatan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Boven  Digoe l  Masa 

Jabatan  2010- 2015,  bukan  merupakan  suatu  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  karena  t i dak  atau  be lum memenuhi  

sa lah  satu  unsur  kumula t i f  dar i  suatu  bentuk  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ya i t u  bers i fa t  

f ina l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  

d imasukkannya  Tergugat  I  da lam  Perkara  aquo  ada lah  
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Neger i  ?. .

t idak  tepat  karena  ob jek  sengketa  te rmasuk  da lam 

Pasal  2  huru f  (g )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Jo.  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  oleh  karena  i t u  ob jek  

sengketa  aquo  t i dak  dapat  digugat  d i  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  juga  

d imasukkannya  Tergugat  I I  dan  Tergugat  I I I  da lam 

perkara  aquo  ada lah  t idak  tepat ,  karena  sura t  

permohonan  pengesahan  dar i  DPRD Kabupaten  Boven  

Digoe l  (Terguga t  I I )  dan  sura t  usu lan  dar i  Gubernur  

Prov ins i  Papua  (Terguga t  I I I )  hanya  bers i f a t  usu lan  

atau  permohonan  atau  rekomendas i  yang  belum  f i na l  

yang  dike lua r kan  berdasarkan  ber i t a  acara  penetapan  

pasangan  ca lon  te rp i l i h  dar i  KPU Kabupaten  Boven  

Digoe l  (Terguga t  I ) ,  karena  f i na l nya  ada  pada  

Menter i  Dalam Neger i  (Terguga t  IV)  yang  menerb i t kan  

objek  sengketa ,  o leh  karena  i t u  sura t  yang  

d ike lua rkan  o leh  DPRD  Kabupaten  Boven  Digoe l  

(Terguga t  I I )  dan  Sura t  Gubernur  Prov ins i  Papua 

(Terguga t  I I I )  t idak  memenuhi  syarat  sebagai  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha Negara  (v ide  Pasal  1 angka  (3 )  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Pasal  1  angka  

(9 )  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha 
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di aj ukan ?. .

Negara) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  

Pasal  77  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  menyatakan  

bahwa “Ekseps i  ten tang  kewenangan  re la t i f  pengad i l an  

d ia j ukan  sebe lum  disampaikan  Jawaban  atas  pokok  

sengketa ,  dan ekseps i  te rsebu t  harus  dipu tus  sebe lum  

pokok  sengketa  

d ipe r i k sa ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  IV  dan  Tergugat  

I I  In te r vens i  te l ah  mengajukan  ekseps i  mengenai  

kewenangan  re la t i f  da lam  jawabannya  te r t angga l  28  

Maret  2011,  namun  Maje l i s  Hakim  meni la i  bahwa 

ekseps i  te rsebu t  te l ah  d ia j ukan  bersama- sama dengan  

jawaban  te rhadap  pokok  sengketa  seh ingga  menuru t  

hemat  Maje l i s  Hakim  te rhadap  hal  in i  akan  d ipu tus  

bersama- sama  dengan  pokok  

sengketa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sesua i  dengan  keten tuan  

Pasal  54  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  menyatakan  bahwa 
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putusan.mahkamahagung.go.id“ Gugatan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  dia jukan  kepada  

Pengadi l an  yang  berwenang  yang  daerah  hukumnya  

mel ipu t i  tempat  kedudukan  

te rguga t ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Menter i  Dalam  Neger i  

d imasukkan  sebaga i  Tergugat  IV  da lam  perkara  aquo  

secara  kompetens i  re la t i f  berdasarkan  keten tuan  

d ia tas  sudah  sangat  je l as  bahwa  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  t idak  berwenang untuk  

memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  atas  perkara  aquo  

karena  kedudukan  Menter i  Dalam  Neger i  berada  di  

Jakar ta ,  seh ingga  yang  berwenang  untuk  memer iksa ,  

mengadi l i  dan  memutus  atas  perka ra  aquo  te rsebu t  

ada lah  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  

d isamping  i t u  secara  yur i d i s  ob jek  gugatan  aquo  

sudah  je l as  d ike lua rkan  oleh  Tergugat  IV  yang  tempat  

kedudukannya  berada  d i  Jakar ta  sebaga imana  te r t u l i s  

dalam  ob jek  gugatan  

aquo; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas  maka  Maje l i s  Hakim  meni la i  bahwa 

Tergugat  I ,  Tergugat  I I ,  dan  Tergugat  I I I  t i dak  

dapat  d i j ad i kan  sebaga i  sub jek  dalam  perka ra  in  

l i t i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Meni mbang ?. .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  para  Penggugat  sudah  

mengetahu i  domis i l i  Tergugat  IV  yang  je l as - je l as  

berada  d i  Jakar ta ,  seh ingga  seharusnya  gugatan  aquo  

d ia jukan  di tempat  domis i l i  Tergugat  IV ,  maka dengan  

demik ian  gugatan  aquo  yang  d ia jukan  d i  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jayapura  ada lah  t idak  tepat ,  

karena  tempat  kedudukan  Tergugat  IV  berada  d i  

Jakar ta  (v i de  Pasal  54  Undang- Undang  Nomor  5  Tagun  

1986) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa  dar i  kese lu ruhan  

per t imbangan  hukum ten tang  ekseps i  te rsebu t  d ia tas ,  

maka Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa cukup  bera lasan  

hukum menyatakan  bahwa Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  t idak  berwenang untuk  memer iksa ,  mengadi l i  

dan  memutus  atas  perka ra  aquo,  seh ingga  ekseps i  

Tergugat  I ,  Tergugat  I I I ,  Tergugat  IV  dan  Tergugat  

I I  In te r vens i  mengenai  kewenangan  mengadi l i  patu t  

untuk  di te r ima ; - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ekseps i  

Tergugat  I ,  Tergugat  I I I ,  Tergugat  IV  dan  Tergugat  

I I  In te r vens i  mengenai  kewenangan  mengadi l i  

d i t e r ima ,  maka  te rhadap  ekseps i  la i nnya  yang  belum 
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sengket a?. .

dipe r t imbangkan  t i dak  per lu  lag i  d iper t imbangkan  

dalam  putusan  in i ,  dan  te rhadap  gugatan  pokok  

perkara  t i dak  akan  d ipe r t imbangkan  lag i  dan  sura t -

sura t  bukt i  dan kete rangan  saks i  sepan jang  berka i t an  

dengan  gugatan  pokok  perkara  harus  dikesampingkan  

dan  te tap  di l amp i r kan  da lam  berkas  perkara  

in i ; - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kese lu ruhan  

per t imbangan- per t imbangan  hukum  te rsebu t  dia tas ,  

maka dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa 

te rdapa t  alasan  hukum yang  cukup  untuk  menyatakan  

gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sesua i  keten tuan  Pasal  110  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  maka mengenai  b iaya  perka ra  yang  

t imbu l  sebaga i  ak iba t  pemer iksaan  sengketa  in i  harus  

d ibebankan  kepada  pihak  Penggugat  sebaga i  p ihak  yang  

ka lah  yang  besarnya  akan  di ten tukan  da lam  amar  

putusan  in i ; - - - -

Mengingat ,  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  

Jo.  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Jo.  Undang-

Undang  Nomor  51 Tahun  2009 ten tang  Perubahan  Kedua 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idAtas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  Undang- Undang  Nomor  32 

Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah ,  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  6  Tahun  2005  Tentang  Pemi l i han ,  

Pengesahan  Pengangkatan  dan  Pemberhent i an  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  ser ta  per atu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  te rka i t  dengan  sengketa  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N G A D I  L 

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM 

EKSEPSI : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mener ima  Ekseps i  para  Tergugat  dan  Tergugat  I I  

In te r vens i  mengenai  Kewenangan  

Mengadi l i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK 

PERKARA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Menyatakan  gugatan  para  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - -

- Menghukum para  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  
136
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami ?. .
perkara  sebesar  Rp.892.000 , - (de lapan  ra tus  

sembi l an  pu luh  dua  r i bu  

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  d ipu tus  da lam  rapa t  

permusyawara tan  Maje l i s  Hakim  secara  mufaka t  pada  

har i  Senin  tangga l  06  Juni  2011 ,  o leh  kami  JAMRES 

SARAAN,  S.H. ,  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  JOSIANO 

L.  HALIWELA,  S.H. ,  dan  MOHAMMAD IRFAN TAHIR,  S.H. ,  

masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ;  Putusan  

te rsebu t  diucapkan  dalam  s idang  yang  te rbuka  untuk  

umum pada  har i  KAMIS tangga l  09  Juni  2011  o leh  

Maje l i s  Hakim te rsebu t  dengan  diban tu  o leh  HERMIN E.  

SUSILAWATI,  S.H. ,  sebaga i  Pani te ra  Penggant i  dengan  

d ihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum para  Penggugat ,  Tergugat  

I ,   Kuasa  Hukum Tergugat  I I I ,  Kuasa  Hukum Tergugat  

IV  dan Kuasa Hukum Tergugat  I I  In te r vens i ,  dan tanpa  

d ihad i r i  Tergugat  I I ; - - - - - - - - - -

HAKIM ANGGOTA 

HAKIM KETUA,              

     t td    t td

1. JOSIANO L.  HALIWELA, S.H.               JAMRES 

SARAAN, S.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id     t td

2.   MOHAMMAD IRFAN TAHIR,  S.H.               

    PANITERA 

PENGGANTI  

    t td

 HERMIN E.  SUSILAWATI,  

S.H.

Per inc i an  b iaya  perkara  Nomor  :  

05/G.TUN/2011/PTUN.JPR : - - - - - - - - - - - -

1.  Pendaf ta ran :  Rp.     30.000 , -

2.  Panggi l an :  Rp.    840.000 , -

3.  Metera i :  Rp.     12.000 , -

4.  Redaks i :  Rp.     10.000 , -

Jumlah :  Rp.    892.000 , -  ( delapan  ra tus  

sembi l an  pu luh  dua  r i bu  

rup iah ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id- - - - - - - - -
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